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RINGKASAN

Ani Oktiana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, UnikassBrawijaya, April 2013,
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS
PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DEN®AERSIK
KEDIRI, Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU, Djumikasih, SH.MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahangenai Penerapan Asas
Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitasvd&antrak Pemain. Pilihan
tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pelatzaa dalam Kontrak Pemain
oleh Persik Kediri, dimana dalam Kontrak terseleontiapat ketidakjelasan, misalnya
mengenai hak Pemain yang disebutkan dalam Kontu&krbmengenai gaji pokok
Pemain, melainkan mengenai pelayanan medis dengga yang dibebankan kepada
Pemain juga. Sehingga penulis mencoba untuk mengkaptrak yang
diselenggarakan oleh Persik Kediri kepada para Peye dengan asas kebebasan
berkontrak dan asas proporsionalitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis inngaegkat rumusan masalah :
Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontraksdsmpm@porsionalitas dalam
Kontrak antara Pemain dengan Persik Kediri? Kenmugi@nulisan karya tulis ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan metoededgkatan perundang-
undangan(statute approach)dan pendekatan konseptu@onceptual approach)
Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yangralgle penulis akan dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis Interpretasngti&al, yaitu memberikan arti
kepada suatu istilah atau perkataan sesuai denglaas#® sehari-hari, dan dapat
menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasanhtiabahasa, kemudian
diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehidgggikan dalam penulisan yang
lebih sistematis guna menjawab permasalahan yéatgdeumuskan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penukmperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada bahwa kontrak yang diselexii@ya oleh Persik Kediri
dengan para Pemain belum sepenuhnya menerapkankeisalsasan berkontrak,
misalnya kebebasan untuk menentukan bentuk pemamalam Peraturan PSSI telah
disebutkan jika Kontrak yang dibuat harus tertuelanjutnya kebebasan untuk
menentukan atau memilih klausa Perjanjian, Pemdak tmendapatkan kebebasan
dalam menentukan klausul Kontrak. Tetapi asas k@b berkontrak terpenuhi
dalam Kontrak yang dibuat dalam kebebasan untuk boatmatau tidak membuat
kontrak, kebebasan dengan siapa akan mengadakarakkohal ini ditunjukkan
dengan proses seleksi yang dapat diikuti oleh nmakgh umum, serta kebebasan
untuk menentukan obyek Perjanjian. Penerapan asgmrgionalitas juga belum
diterapkan sepenuhnya, dapat dibuktikan denganddeteimbangan hak dan
kewajiban dari Pemain dan Klub dengan jumlah hakldavajiban yang tidak sama.
Selain itu terdapat kekaburan makna dalam klausiskbk hak dan kewajiban, hal
inilah yang menyebabkan timbulnya isu-isu hukumgyaa yaitu keterlambatan
pembayaran gaji dan tidak terjaminnya pelayanansngohg layak bagi Pemain.

Kata Kunci: Kontrak Pemain, Asas Kebebasan Berkontrak, AsgsdPsmnalitas.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hubungan kerja pada saat ini, tidak hanya padaosdktnis saja yaitu
hubungan buruh dan pengusaha, tetapi banyak sgktgr menguntungkan lain
seperti halnya bidang olahraga. Olahraga memangggdap hanya untuk
kebugaran jasmani semata dan tempat untuk mengalinébi, namun sekarang
kegunaan olahraga tidak hanya sebagai tempat penyabi dan hanya untuk
kebugaran, olahraga juga dapat menghasilkan kegauoagi setiap orang yang
menekuninya, misalnya sepak bola. Sepak bola yarmggdap sebagai olahraga
pengisi waktu luang dan penyalur hobi, pada dewassudah dapat digunakan
sebagai mata pencaharian bagi setiap individurgratiama bagi mereka yang
memiliki skill dalam bermain sepakbola.

Di Indonesia terdapat suatu organisasi yang memndieygatan sepak bola
yang disebut Persatuan Sepak Bola seluruh IndofRSi&l), dimana organisasi
ini berperan aktif dalam seluruh kegiatan sepaklabléndonesia baik dalam
melakukan proses pengawasan, pengaturan, ataupjatytean sanksi bagi para
pemain dan seluruh komponen yang terkait dalam kbsipsepak bola. Di
Indonesia pelaksanaan kompetisi sepak bola dibedal@dam kelompok-

kelompok, yaitu:

! Peraturan Organisasi Persatuan Sepak Bola Sdhaohesia (PSSI) Nomor 01/PO-PSSI/1/2011
Tentang Pemain: Alih Status dan Perpindahan



a. Liga Super
Liga super adalah kompetisi sepak bola antar kidfesional level
tertinggi di Liga Indonesia pada tahun 2008 hing@al. Musim kompetisi
tidak menentu dan disesuaikan dengan kondisi atasaga yang terjadi di
Indonesia. Setelah kontroversi penyelenggaraan Rrgaer Indonesia, PSSI
kemudian menggantikan LS| dengan Liga Prima Indan@sL).

Liga prima Indonesia (IPL) adalah kompetisi sepaka antar klub
profesional level tertinggi di Liga Indonesia sefakisim 2011. Kompetisi ini
dibentuk PSSI sebagai penerus Liga Super Indor{eSiB. Dalam liga ini
adalah pemain professional yaitu Pemain yang nmeadoayaran lebih, selain
dari pengeluaran nyata selama partisipasinya &taitasnya yang berkaitan
dengan sepakbola serta dilakukan dengan suatu akdoerjanjian kerja,
dinyatakan berstatus Pemain Profesional. Pemairfiestooal terdiri dari
Pemain Lokal dan Pemain Asing.

Pemain Lokal adalah Pemain sepakbola yang bergiadtesional dan
sepenuhnya merupakan Warga Negara Indonesia (VN pergabung pada
salah satu Klub Profesional Anggota PSSI atau suklub dari
Asosiasi/Federasi Sepakbola Nasional yang resmjaties;nggota FIFA.

Sedangkan Pemain Asing adalah Pemain sepakbdiesjmoal yang
berasal dari suatu Klub, dari suatu Asosiasi/Fei&epakbola Nasional yang
resmi menjadi anggota FIFA, pindah sementara kerlesia untuk bergabung
menjadi Pemain dari salah satu Klub Profesionalgbmg PSSI.

b. Divisi Utama
Divisi utama adalah kompetisi tingkat 2 dalam Ligaonesia, di
bawah Liga Super Indonesia saat ini Liga Prima meda. Sebelum tahun
Utama adalah kompetisi tingkat teratas.

c. Divisi Satu
Divisi satu adalah kompetisi tingkat tiga dalangd.ilndonesia, di
bawah Divisi Utama dan di atas Divisi Dua.

d. Divisi Dua
Divisi dua adalah kompetisi tingkat empat dalargaLindonesia, di
bawah Divisi Satu dan di atas Divisi Tiga, deng&ius pemain merupakan
pemain Amatir.

Pemain amatir adalah pemain Pemain yang tidak nmeadsayaran
selain pengeluaran nyata yang terjadi selama patielya atau setiap
aktivitasnya yang berkaitan dengan sepakbola dukgat berstatus Pemain
Amatir. Hanya Pemain yang menjadi Warga Negararada (WNI) yang
dapat menjadi pemain amatir.



e. Divisi Tiga
Divisi tiga adalah divisi terbawah dalam Liga Inésia. Status klub

Pemian bebas yaitu pemain yang tidak terikat k&rgeala suatu klub.

f. Kelompok Umur : sesuai dengan pengelompokannyaidak lebih dari usia
20 tahun.

Salah satu tim yang sempat menjadi juara Liga ladi@an(Ligina) adalah tim
Persik Kediri yang berjuluk “macan putih”. Persileddri didirikan pada tahun
1950, namun tidak diketahui pasti mengenai tangigal bulannya. Sebagai
pendiri adalah Bupati Kediri, R Muhammad Machinekea saat itu Kediri masih
berupa kabupaten, belum ada pemisahan wilayah tsepekarang yaitu
kabupaten dan kota. Dibantu Kusni dan Liem GiokeDflengan bendera tim
yang tersusun dari dua warna berbeda. Bagian atawaina merah dan
bawahnya hitam dengan tulisan PERSIK di tengahaterdua warna berbeda
itu.?

Dalam tiga dekade (pada tahun 1960 hingga 1990pme3¥tasi Persik
belumlah menonjol bahkan di tingkat nasional pusim&alah. Pada tahun 2002
Persik Kediri menyandang gelar juara Kompetisi 8iii PSSI. Gelar tersebut
sekaligus mengantarkan tim kebanggaan warga Koti&rikier sebagai kontestan
Divisi Utama dalam Ligina untuk musim kompetisi 2003 dan dikukuhkan
sebagai juara Ligina 1X/2003. Piala Presiden itmkeli berlabuh di Kota Kediri

setelah Persik berhasil menjuarai kompetisi Didigima Ligina XII/2006. Selain

itu, Persik Kediri mampu menyabet gelar juara P@idernur Jatim 1/2004 di

? http://www.persik-kediri.html, Diakses pada tanggalAgustus 2012 Pukul 10.00



Surabaya. Gelar itu kembali direbutnya pada Pialae@ur 111/2005 di Gelora
Delta Sidoarjo. Untuk pertandingan kandang Persignggunakan Stadion
Brawijaya Kediri yang berkapasitas sekitar 20 ribtang. Sementara untuk
kegiatan manajerial Persik dipusatkan di sekrdtdesik di J| Diponegoro 7
Kediri.?

Dalam hal ini, terdapat hubungan kerja antara PRetsediri dengan
pemainnya. Definisi hubungan kerja pada Pasal kaahf§ undang-undang No.13
tahun 2003 pengertian hubungan kerja adalah hubuegiara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yanghpoayai unsur pekerjaan,
upah, dan perintah.

Menurut Soepomo pengertian hubungan kerja,

“Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara sgdvaruh dan
seorang majikan, dimana hubungan kerja itu tergmdelah adanya
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereki&dt dalam suatu
perjanjian, dimana satu pihak pekerja/buruh beaseédkerja dengan
menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pékeya/dengan
memberi upah®

Jika dihubungkan dengan pengertian hubungan kegkanpemilik klub

merupakan pengusaha yang memiliki modal, sedangkaerain adalah pekerja
dari pengusaha tersebut. Pemain yang bekerja nakgik dirinya pada klub
sepak bola dimana dia dipekerjakan, maka pemaig pakerja pada klubnya

akan mendapatkan gaji setelah menyelesaikan keamaphda klubnya tersebut.

Dengan adanya gaji yang dihasilkan tersebut magakskola merupakan salah

* http://www. kotakediri.info/2011/08/sejarah-persikeliri.html, diakses pada tanggal 31 Agustus 2012
pukul 10.00 WIB.

“* Abdul Khakim,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan IndoneBiandung, Citra Aditya Bakti, 2007,
Hal. 106



satu olahraga yang memiliki prospek baru dalam neeikdn jaminan
kehidupan.

Sebelum ada hubungan kerja antara klub dan perpamain mengikatkan
dirinya dengan pembuatan sebuah perjanjian yamrdsukbn oleh klub dengan
pemain, dimana klub adalah sebagai pihak pertamapéaain adalah pihak
kedua yang menjadikan sepak bola adalah pekerjaanbglam perjanjian
tersebut dicantumkan hak dan kewajiban bagi pesebagai pekerja. Selain itu
bagi klub juga dijelaskan mengenai hak dan kewajlga, dimana klub
memiliki kewajiban pokok untuk membayar gaji pemaarta kewajiban-
kewajiban lain yang terdapat dalam hubungan kottedkantara Pemain dan
Klub. Dalam perjanjian itu pula dijelaskan besantkak yang disetujui oleh klub
dan Pemain.

Perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh merugikalah satu pihak dan pasti
akan memberikan kekuatan hukum bagi keduanya, dinsaperjanjian tersebut
harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu pemain dabrifta. Maksud pembuatan
kontrak adalah menjamin dipenuhinya janji-janji @qnhak yang merupakan
klausula-klausula yang disepakati oleh keduanya.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjaajiitah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkanyditerhadap satu orang atau
lebih.

Sedangkan perjanjian kerja dalam Pasal 1601a KUtkReadalah:

Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian dimana lpiy@ng satu (buruh)
mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihaény lain



(majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, melakut@kerjaan dengan
menerima upabh.
Dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjianshar@menuhi empat
syarat, hal ini sama dengan syarat sahnya pemeakgga yaitu:
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehemdata satu

orang atau lebih dengan pihak lainfiya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haraisg-@rang
yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakulebuatan

hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undangrgn@a

3. Suatu hal tertentu
Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatyg yihndalam

perjanjian tersebut harus telah ditentukan darpeiesti’

4. Suatu sebab yang halal
Menurut undang-undang, sebab yang halal adalahtigk& dilarang
oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ikemuslan ketertiban

umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 kayétRa®

® Salim,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kont&ikar Grafika, Jakarta, 2011, hal.33
6 .
Ibid, hal.34
; Djumadi,Hukum Perburuhan Perjanjian Kerj#®T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 20
Ibid, hal.21



Tujuan pembuatan perjanjian tersebut tidak laialatd untuk mengadakan
hubungan kerja yang baik antara pemain dan manajeypeag melakukan
kegiatan dalam persepakbolaan.

Walaupun perjanjian kerja antara pemain dan kldbhtelibuat dengan
maksud adanya kepastian hukum bagi para pihak, mgaminan kepastian
belum tentu didapat, dimana masih terjadi penyelgae salah satu pihak, suatu
misal masih terjadi wanprestasi yang dilakukanrsaatu pihak baik pemain
atau klub, misalnya terjadi Pemutusan HubunganaK@HK) yang dilakukan
oleh klub secara semena-mena dengan alasan yakgldigis, biaya ganti rugi
pada pemain yang cedera dengan jumlah yang tidakisreavi, pembayaran gaji
yang tidak sesuai dengan nilai kontrak.

Seharusnya keadaan yang seperti ini dapat ditamggutiengan adanya isi
kontrak yang mengakomodasikan kepentingan keduwshhba@hak, tidak hanya
pada kepentingan klub. Selain itu cara penyeleg#arterjadi masalah antara
kedua belah pihak pun seharusnya dicantumkan unarmberi kemudahan jika
salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kegamayang lainnya.

Di sisi lain tidak jarang perjanjian/kontrak yantdpuwht tidak dicermati oleh
para pemain, padahal klausul-klausul dalam peganyang telah dibuat masih
terdapat kekurangan bahkan isi kontrak yang adatddixatakan memiliki
makna yang tidak jelas atau kabur. Sehingga konyakg ada tak jarang
memojokkan posisi dari pemain. Hal inilah yang nebabkan masih adanya
wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak lbab atau pemain dalam

prakteknya saat melakukan hubungan kerja.



Penerapan asas-asas dalam perjanjian/kontrak dligdji untuk lebih mudah
dalam memahami sahnya suatu perjanjian terutamaunigabnya dengan
Undang-undang. Asas-asas juga berguna untuk mekaiptsuatu sistem yang
akan berlaku bagi khalayak umum, dan tidak hanyanpe@garuhi hukum
positif saja.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam Korarak diselenggarakan
oleh Persik Kediri perlu diperhatikan kembali, i@lmenunjukkan bahwa para
Pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehengakialam pembuatan
Kontrak. Meskipun Kontrak yang dibuat adalah su&bmtrak baku, penerapan
asas kebebasan berkontrak harus tetap diterapkam gembuatan Kontrak.
Ditunjukkan dengan klausul-klausul Kontrak yangakdmemberatkan bagi
Pemain ataupun klausul-klasul Kontrak yang jelas ddak menimbulkan
ambiguitas.

Penerapan asas kebebasan berkontrak pun harusudidulengan asas
proporsionalitas yang menunjukkan keseimbangardbhakkewajiban para Pihak
sehingga Kontrak yang dibuat menunjukkan suatu ikeadbagi para Pihak,
meskipun Kontrak yang dibuat merupakan Kontrak baRenerapan asas
kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitagagien terciptanya suatu
hubungan kontraktual yang adil dan seimbang bagidfedan Klub.

Penerapan asas-asas dalam perjanjian yang tidakhdigkan inilah yang
menyebabkan suatu kontrak tidak jelas maksudnypersekontrak yang

diselenggarakan oleh Persik Kediri. Isi kontrak g/aseharusnya memiliki



maksud yang jelas terhadap hak dan kewajiban lzaikpdmain atau klub, tetapi
hal ini tidak tercantum secara jelas.

Sehingga hal ini dapat menyebabkan suatu implikakum, seperti dalam
penelitian sebelumnya yang telah meneliti terjagimanprestasi yang dilakukan
oleh klub kepada pemain, yaitu tidak tepat waktuklyd dalam memenuhi gaji
pemain. Selain pada penelitian sebelumnya suatmgsalahan baru yang
muncul yaitu meninggalnya Pemain akibat tidak temaya pelayanan medis
yang layak bagi Pemain yang harus dipenuhi olelp Klu

Dengan contoh kasus tersebut menunjukkan suatigikerdagi salah satu
pihak akibat suatu kontrak yang dibuat kurang mehgikan asas-asas
mengenai perjanjian dan kurang mencerminkan suaturigan kerja yang
seimbang. Permasalahan seperti ini pun juga tergaoa Persik Kediri, dimana
pembayaran upah pemain mengalami keterlambatamndgehpenulis tertarik
untuk meneliti Kontrak yang diselenggarakan olehrsiRe Kediri dengan
melakukan analisis pada Kontrak melalui penerajgais &ebebasan berkontrak

dan asas proporsionalitas.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapabbdissuatu rumusan
masalah sebagai berikut:
Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrakatapraporsionalitas dalam

kontrak antara pemain dengan Persik Kediri.
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian inlada
Untuk menganalisis penerapan asas kebebasan alkondan asas
proporsionalitas dalam kontrak antara pemain derfgarsik Kediri, sehingga

dapat memberikan kepastian terhadap bentuk kopénag akan dibuat.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian inilaklia
1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnykum
perjanjian dalam hal pelaksanaan asas-asas panadglam pembuatan

kontrak.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi akademisi

1. Dapat digunakan sebagai wacana dalam hal menamivah |
pengetahuan.

2. Bagi dosen dapat digunakan sebagai bahan ajar daddaksanaan
kegiatan perkuliahan.

3. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referenisadap penelitian
selanjutnya.

b. Bagi Pemain dan Klub
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1. Memberikan pengetahuan kepada pemain dan klub melagenai
bentuk kontrak yang akan dibuat.

2. Memberikan kepastian bentuk kontrak yang sesuajalemsas-asas
perjanjian, khususnya asas kebebasan berkontrak dsaas
proporsionalitas.

c. Bagi Pemerintah
Dapat digunakan sebagai pertimbangan dan refetsaggi pemerintah
dalam menyusun regulasi mengenai kontrak antaraipetengan klub.
d. Bagi penulis
Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahwn sgbagai

pengalaman yang berarti.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB | : PENDAHULUAN
Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang latgsa
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelidan
sistematika penulisan.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA
Berisi tentang teori-teori pendukung dalam mengeana
penelitian ini yang meliputi tinjauan tentang pejian,
tinjauan tentang perjanjian Kkerja, serta tinjauantang
pengaturan kontrak antara pemain dengan klub dalam

Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Selutohdnia.



BAB Il

BAB IV

BAB V

12

METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian ini, yang terdiari jenis
penelitian, jenis pendekatan, jenis dan sumber, dataik
memperoleh data, teknik analisis data serta defnisseptual.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data dan pembahasan yaangi b
jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil
penelitian mengenai analisis kontrak antara penu&ngan
Persik Kediri dikaji berdasarkan asas kebebasakob&rk
dan asas proporsionalitas.

PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil lgeEmeyang
diharapkan, mengenai analisis kontrak antara pem@ngan
Persik Kediri dikaji berdasarkan asas kebebasakoh&ak

dan asas proporsionalitas.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Perjanjian
a. Pengertian

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Pel#ai&l Perdata),

pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengara satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ktiaiin.

Menurut Subekti, pengertian perjanjian adalah:
“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepadsasgplain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakasuat hal dari

peristiwa ini timbul suatu hubungan hukum antara dang tersebut yang
dinamakan perikatart.”

Menurut R. Setiawan, berpendapat bahwa:

“Perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1313 KUHd&e kurang
lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuanadeddmn juga sangat
luas karena adanya penggunaan kata “perbuatan”aktgrc juga
perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukunfiniBie yang
diberikan bahwa perbuatan harus diartikan sebagauatan hukum yaitu
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akib&uim, serta beliau
menambahkan perkataan “atau saling mengikatkanydiridalam Pasal
1313 KUH Perdata:®

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjiadalah suatu
persetujuan dengan nama dua orang atau lebih sakmgikatkan diri untuk

melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kek&dyaa

® Subekti,Hukum Perjanjian PT.Intermasa, Jakarta, 2002, Hal.1
19 SetiawanpPokok-Pokok Hukum PerikataBina Cipta, Bandung, 1994, Hal.49
1 Abdul Kadir MuhammadHukum Perikatan,Citra Aditya Bakandung, 1992, Hal.78

13
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Istilah mengenai kontrak menurut Kamus Hukum,
“Kontrak adalah suatu bentuk perjanjian atau kdsmpa dimana
seorang atau lebih mengikatkan dirinya. Selaindijelaskan pula,
kontrak adalah suatu bentuk perbuatan hukum yajagieantara dua
pihak atau lebih yang mengakibatkan timbulnya ek kkwajiban *
Selanjutnya menurut Lawrence M. Friedman mengartikakum kontrak
adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspektte dari pasar dan
mengatur jenis perjanjian tertertu.
Menurut Michael D Bayles mengartikan hukum kontadalah sebagai aturan
hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjaatiganpersetujuatf.
Sedangkan menurut Charles L. Knapp and Nathan k&t&lrmengartikan:
“Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam magkgarantuk
melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pemabupersetujuan
masa datang yang bervariasi kinerja, seperti peykyaan kekayaan (yang

nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayardan pembayaran
dengan uang*®

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penulis akep untuk tidak
membedakan penggunaan istilah antara perjanjiankdatrak, karena bagi
penulis kedua istilah tersebut memiliki makna yaaga yaitu seorang yang
berjanji dengan orang lain untuk melakukan suatwakiban dan akan
mendapatkan suatu hak atas terselenggaranya jang jelah disepakati

tersebut.

2 M. Marwan dan Jimmy PKamus HukumReality Publisher, Surabaya, 2009, Hal. 379
" Salim, Op.Cit, Hal. 3

% 1bid

' Ibid, Hal. 4
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Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, dajmen merupakan
sumber perikatan. Perikatan mempunyai cakupan yamg daripada
perjanjian’® Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rarEgk
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesgmgguwang diucapkan
atau ditulis, sedangkan perikatan adalah suatwpartgan hukum antara dua
orang atau dua pihak yang berdasarkan mana pihak gatu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dankpy@ag lain berkewajiban

untuk memenuhi tuntutan tersed(t.

b. Unsur-unsur Perjanjian
Unsur-unsur perjanjian dapat dikelompokkan seblgakut:
1. Unsur Essensialia
Unsur essensalia adalah unsur perjanjian yangusati di dalam
suatu perjanjian, tanpa adanya unsur tersebutrpenaiak mungkin ada.
Sebagai contoh: adanya kausa yang halal dalamnpanayaitu gaji
pemain yang jumlahnya disepakati oleh kedua belzdkp
2. Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang olatddug-undang
diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disirkgkir atau diganti.
Contoh: Pasal 4 ayat (4) Peraturan Organisasi tearsaSepakbola

seluruh Indonesia (PSSI) Nomor : 01/PO-PSSI/I/2®&ngacara praktek

'® Subekti,Pokok-Pokok Hukum PerdatBT.Intermasa, Jakarta, 2001, Hal. 122
" Daeng NajaHukum Kredit dan Bank GaransCitra Umbara, Bandung, 2005, Hal 175
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yang sah menurut undang-undang advokat dapat miewR&main
melakukan negosiasi kontrak Pemain. Hal ini dapsitngpangi dengan
kesepakatan antara kedua pihak.
3. Unsur accidentalia
Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yargntbhiahkan oleh
para pihak, Undang-undang tidak mengatur mengenéitdrsebut®
Contoh: dalam suatu perjanjian kerja pemain sepék akumulasi waktu

libur dapat dikecualikan dengan cara tertentu.

Sedangkan berdasarkan rumusan perjanjian, unsur-ypejanjian
terdiri dari:
1. Adanya beberapa pihak
Perjanjian dapat dilaksanakan minimal oleh dua grgang
diperuntukkan guna mencapai suatu kesepakatan.
2. Persetujuan antar pihak
Perundingan antar pihak yang mengenai syarat dantken yang
melahirkan persetujuan antar pihak. Sifat dari gtejgan ini adalah
tetap.
3. Adanya tujuan yang dicapai
Dalam isi perjanjian harus terdapat tujuan-tujuaangy ingin
dicapai oleh para pihak. Tujuan yang dicapai tersdldak boleh

bertentangan dengan ketertiban umum dan Undangagnda

18 J.SatrioHukum Perikatan,Perikatan yang Lahir dari Perjamji8uku | PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995, Hal.67-73
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4. Adanya prestasi yang dilaksanakan
Prestasi dalam perjanjian adalah kewajiban yangbwaptuk
dipenuhi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
5. Adanya syarat tertentu
Dalam melakukan perjanjian terdapat syarat-syamderitu yang
harus dilaksanakan oleh para pihak. Dengan adaerjanpan maka
akan timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak
6. Dituangkan dalam bentuk tulisan
Perjanjian harus berbentuk suatu tulisan, halimia#sudkan agar
suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang rkahgntara
kedua pihak dan dapat dijadikan suatu bukti dalesags pembuktian.
c. Syarat Sah Perjanjian
Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUidReyaitu:
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian peanyleehendak
antara satu orang atau lebih dengan pihak laifthi@sepakatan dalam
perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak daa kbih pihak
dalam perjanjian mengenai apa Yyang mereka kehendakuk
dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kaparus

dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksarfdkan.

19 3alim,Op.Cit
2 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj®erikatan yang Lahir dari PerjanjiarRajawali Pers,
Jakarta, 2010, hal.95



18

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pimatis dilakukan
tanpa ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Halisabutkan dalam
pasal 1321 KUHPerdata yaitu tiada sepakat yangapabila sepakat itu

diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengaksaan, atau

penipuan.

a. Tentang kekhilafan dalam perjanjian

Pasal 1322 KUHPerdata mengatur mengenai kekhilgfamg

berbunyi:
“Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu ggran,
kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikerang yang
menjadi pokok perjanjian.
Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika keitan itu
hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siagseasang
bermaksud untuk membuat perjanjian, kecuali jikgapgan itu
dibuat terutama karena mengingat dirinya orangbess”
Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat dupokek dan

prinsipil yaitu?*

1. Kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan pgajan

2. Ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan pembatala
perjanjian karena kekhilafan mengenai:
a. Hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjiaaktisesuai

dengan keadaan yang sebenarnya;

b. Orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akamaidi

21 |bid, hal 104
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Hal pertama adalah prinsip umum yang harus dipegang
diikuti, dan ditaati. Hal kedua merupakan pengedanalatau

penyimpangan yang dibatasai alasannya.

b. Tentang paksaan dalam perjanjian
Paksaan sebagai alasan pembatalan perjanjian diaiam Pasal
1323 hingga Pasal 1327 KUHPerdata. Pasal 1323 KuidRe
menyatakan bahwa:
“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mekgadsuatu
perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yaagsdngkutan,

juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketigantuk
kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak teilabad.”

Ketentuan Pasal 1323 tersebut menunjuk pada suyayekmelakukan
pemaksaan, yang dalam hal ini dapat dilakukan a@eing yang
merupakan pihak dalam perjanjian, orang yang bykaak dalam
perjanjian tetapi mempunyai kepentingan terhadajame tersebut,
dan orang yang bukan pihak dalam perjanjian daak tichemiliki

kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat tetsebu

Selanjutnya Pasal 1325 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, buleanrydn bila
dilakukan terhadap salah satu pihak yang membugngian,
melainkan juga bila dilakukan terhadap suami asderii atau
keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui babisgek terhadap

siapa paksaan dilakukanpun ternyata tidak hanygutebrang yang
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merupakan pihak dalam perjanjian, melainkan jugandsuk di
dalamnya suami atau isteri dan keluarga merekadgéais keturunan
ke atas maupun ke bawah.

Pasal 1324 dan Pasal 1326 KUHPerdata membahas maenge
akibat paksaan atau ancaman yang dilakukan, yapgt dhjadikan
sebagai alasan pembatalan perjanjian yang telafatib
Pasal 1324 menyatakan bahwa:

“Paksaan telah terjadi, bila perbuatan itu sediamkirupa
sehingga dapat menakutkan seorang yang berpiketzat,sdan
apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakuéaia prang
tersebut bahwa dirinya atau kekayaannnya terancamgath
suatu kerugian yang terang dan nyata.
Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikara,
kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangKuta
Pasal 1326 menyatakan bahwa, ketakutan saja khoeneat terhadap
ayah, ibu, atau sanak keluarga lain dalam gariatke tanpa disertai
kekerasan, tidaklah cukup untuk pembatalan peganji

Berdasarkan rumusan Pasal 1324 dan 1326 KUHPerdapat
diketahui bahwa paksaan yang dimaksud dapat tedvd@iam dua
bentuk kegiatan atau perbuatan. Perbuatan terbehupa®
1. Paksaan fisik, dalam pengertian kekerasan;

2. Paksaan psikis, yang dilakukan dalam bentuk ancamsiologis

atau kejiwaaan.

Selain itu, paksaan tersebut juga dapat mengeaaaly yaitu*>

22 |bid, hal 123
2 bid
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1. Jiwa dari subyek hukum sebagaimana disebut dalesal (824
KUHPerdata;

2. Harta kekayaan dari pihak-pihak yang disebut daRasal 1324
KUHPerdata.

Selanjutnya jika kita sandingkan rumusan Pasal 1324 1326

KUHPerdata, dapat kita ketahui bahwa KUHPerdata a jug

membedakan paksaan ke dafdm:

1. Paksaan yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan sanakrga dalam
garis lurus ke atas;

2. Paksaan yang dilakukan oleh orang selain dari ydisgbutkan
dalam angka 1 tersebut di atas.

Selanjutnya Pasal 1327 menyatakan bahwa:
“Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksakk tilapat
dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti, pgga itu
dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas umaspcara
diam-diam, atau jika seseorang melampaukan waktng ya
ditentukan undang-undang untuk dapat dipulihkanrgbhya ke
keadaan sebelumnya.”

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan suatu béwnkekuensi

logis dari rumusan Pasal 1321 KUHPerdata, yang taltan beban

pembuktian pada pihak yang mengalami paksaan.

Tentang penipuan dalam perjanjian

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjiarr diatam Pasal

1328 KUHPerdata, yang berbunyi:

2 bid
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“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatadketu
perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai adalah satu pihak
adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nydiaeb pihak
yang lain tidak telah membuat perikatan itu jikdak dilakukan
tipu muslihat tersebut.”
Berdasarkan rumusan Pasal 1328 KUHPerdata, bahwgpuae
berbeda denga kekhilafan, penipuan melibatkan ukesengajaan
dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk miafgdi pihak
lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memiagrik
kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yamhgatliantara
mereka.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuéuk
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adadbugtan yang
akan menimbulkan akibat hukufhSubyek hukum yang dapat melakukan
perjanjian adalah badan hukum dan orang, namureguykum tersebut
dalam melakukan perjanjian harus memenuhi per@drsyaratan
untuk dapat dikatakan cakap. Jika yang membuaamen adalah suatu
badan hukum, maka badan hukum tersebut harus mémgyarat-syarat
badan hukum yang antara lain sebagai befikut:
a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

b. Mempunyai tujuan tertentu;

c. Mempunyai kepentingan sendiri;

% Salim,0p.Cit, hal.33
%6 Djumadi,Opcit, hal.18
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d. Ada organisasi.

Jika para pihak yang membuat perjanjian adalahgoraraka orang

yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa nmeakbubungan

hukum dengan pihak lain, adalah orang-orang yadak titermasuk di

dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, yang mewenhahwa:

“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian alal

a.
b.
C.

Orang-orang yang belum dewasa;

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan ofetang-
undang, dan semua orang kepada siapa undang-ureliahng
melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian terten

Berdasarkan rumusan Pasal 1330 KUHPerdata dapdaskian sebagai

berikut:

a. Orang-orang yang belum dewasa

Hal ini terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yamiguvsyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai gemap
dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereteag dua
puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagiarda
kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di b&elallasaan
orang tua, berada di bawah perwalian atas dasadelayan cara
sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, bagian pateragian
kelima, dan bagian keenam bab ini.”

Ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa:

1. Seorang baru dikatakan dewasa jika ia:

a. Telah berumur 21 tahun;

%" Kartini Muljadi, Op.cit, hal 130
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b. Telah menikah
2. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannigandaukum
diwakili oleh:
a. Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih beliadavah
kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secararbarsama);
b. Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berddhawah
kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah dsat
orang tuanya saja).
b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
Ketentuan mengenai pengampuan dapat ditemukan dataosan
Pasal 433 KUHPerdata yang menyatkan bahwa:
“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalamakeadungu,
sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawaig@ampuan,
pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakanapikya.

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengamigarena
keborosannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 436 KUHPerdata mergmtdlahwa,
segala permintaan akan pengampuan, harus dimajlegada
Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumora/@y yang

dimintakan pengampuan berdiam.

Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh yangdaeda
bawah pengampuan membawa akibat kebatalan terhmatbpatan
hukum ysng dilakukan olehnya tersebut. Khusus sasgoyang

ditarun di bawah pengampuan karena keborosannyaka ma
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pengampouan hanya meliputi tindakan atau perbubtdkumnya
dalam lapangan hukum harta kekayaan, serta tiddibutigindakan
atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum priadi.
c. Orang perempuan
Dahulu isteri dalam Pasal 1330 KUHPerdata tidak atdap
melakukan perbuatan hukum, namun dalam perkembapgasteri
dapat melakukan perbuatan hukum yang terdapat d&asal 31
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawiyang
berbunyi:
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan daak
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dayaydan
hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan pendsubtikum.
Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu ruraagda.

Lo

3. Adanya suatu hal tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalahasestang di
dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukandisepakatf® Hal ini
diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokoKamjen
berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditantygnisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendadak tientu,
asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan ditatung.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1333, “pokok perjanjemipa barang

yang telah ditentukan jenisnya” KUHPerdata hanyahekankan pada

8 bid, hal 136
29 Op.cit, hal 20
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perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesNataun demikian
jika diperhatikan lebih lanjut, rumusan tersebuindek menegaskan
bahwa apapun jenis perikatannya, baik perikatarukumhemberikan
sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak bermsaiatu, KUHPerdata
menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan terseasti pnelibatkan

keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendagrteraentu.

4. Adanya kuasa yang halal
Hal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 138HRerdata. Pasal
1335 menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa seibaib,yang telah
dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yangraeg, tidaklah

mempunyai kekuatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1335 KUHPerdata, yargpbulisdengan

sebab yang halal adaldh:

1. Bukan tanpa sebab;
2. Bukan sebab yang palsu;

3. Bukan sebab yang terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPerdata menyata&iawa, jika tidak
dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yangtédakang, atau jika ada

sebab lain selain daripada yang dinyatakan ityapgan itu adalah sah.

%0 Op.cit, hal 161
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Berdasarkan rumusan Pasal 1336 KUHPerdata dajisatdihemang
pada dasarnya Undang-undang tidak pernah mempasoapakah yang
menjadi alasan atau dasar dibentuknya perjanjiaiente, yang ada
diantara para pihak.

Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan b&Bwatu sebab
adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangsumdatau apabila
berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertibammu” Berdasarkan
rumusan tersebut undang-undang tidak memberikaasdat mengenai
makna sebab yang tidak terlarang. Melalui rumusegatif mengenai
sebab yang terlarang, undang-undang juga tidak el@skgn bagaimana
alasan atau sebab yang menjadi dasar pembentukanpgrjanjian dapat
digali atau ditetapkan hingga memang benar bahvieabsétu adalah
terlarang®

Secara prinsip dapat dikatakan bahwa apa yang dkemmdengan
sebab atau causa yang halal bukanlah pengertiab s#bu causa yang
dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang nmjekipada sesuatu
yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiw&uhy berubahnya
keadaan hukum, atau dilakukan atau dilaksanakasngsu perbuatan
hukum tertent® Undang-undang pun memperlakukan setiap causa atau
sebab atau alasan sebagai halal, kecuali dapaktedbau dibuktikan dari

isi perjanjian, yang merupakan pokok dalam pemanjyang tanpanya

%1 bid, hal 162
%2 |bid, hal 163
*|bid, hal. 47
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perjanjian tidak akan pernah dibuat, prestasi ylaags dilakukan oleh

salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian depatemukan dasarnya

pada ketentuan Pasal 1336 KUHPerdata, yang berbudika tidak
dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidd&arang, ataupun

jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itarjanjiannnya, namun

demikian adalah sé&hDalam hal demikian, sebab atau causa atau alasan
tersebut harus sesuatu yang diketahui oleh kedieh h@hak secara
bersama-sama, yang pada dasarnya merupakan kehmardgkihak, yang
selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yangshdipenuht?

Terdapat dua pendapat sehubungan terdapatnya rjanjeen yang
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaakgetemtiban umum:

1. Sebagaimana diajarkan oleh banyak ahli hukum, bahwa
ketiadapemenuhan syarat obyektif, yaitu tidak aaiasa yang halal,
mengakibatkan batalnya perjanjian, sehingga denigamikian tidak
pernah ada Schuld dan Haftung sama seXali.

2. Pendapat kedua adalah pendapat yang dikemukakdn Kaeini
Muljadi dan Gunawan Widjaja yaitu berlakunya caysiag tidak halal
harus diperhatikan dalam rangkaian obyek perjanjsary merupakan
suatu kebendaan yang terikat dengan prestasi yangpakan unsur

esensialia dari perjanjian yang dibuat oleh pahnalpi®

% Ibid, hal. 50-51
% Ibid, hal .54
% |bid, hal .57
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d. Asas-asas dalam Perjanjian

Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifatm, yang
melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dergdgmikian, asas hukum
tersebut pada umumnya tidak tertuang dalam peratyaag konkrit, akan
tetapi hanya merupakan suatu hal yang menjiwai amelatarbelakangi
pembentukannya. Hal ini disebabkan asas tersebigtadbstrak’

Asas-asas perjanjian sangatlah perlu dikaji ulantuku lebih mudah
memahami berbagai ketentuan Undang-undang mengsataiya suatu
perjanjian. Suatu perkembangan yang terjadi teghasaatu ketentuan
Undang-undang akan lebih mudah dipahami setelahget@nui asas-asas
yang berkenaaff.

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional ardaes-asas hukum
dengan peraturan-peraturan hukum (rechtsregeBgséberikut®
1. Bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai pembaegurapgun

sistem. Karena asas-asas itu bukan hanya mempéndpakum positif

tetapi juga di dalam banyak keadaan menciptakatu ssiatem. Suatu
sistem tidak akan ada, tanpa adanya asas-asas itu.
2. Bahwa asas-asas hukum itu membentuk satu samasiatu sistem

“check and balance”, asas-asas sering menunjulatkgang berlawanan,

apa yang kiranya merupakan rintangan bagi pertgueeaturan hukum.

Oleh karena menunjuk kearah yang berlawanan asas4as$ saling
kekang mengekang dan dengan demikian seimbang.

Dalam suatu perjanjian, terdapat asas-asas yamgitteuntuk lebih

memahami mengenai perjanjian, yaitu:

37 Sudikno Mertokusumadvliengenal Hukum Suatu Penganthiberty, Yogyakarta, 1999, hal.33

¥ Henry P. Panggabeaenyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandighg8ebagai Alasan
(Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkamgan Hukum di Belandal)iberty,
Yogyakarta, 1992, Hal.7

% bid
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1. Asas Konsensualitas
Asas Konsensualitas diatur dalam Pasal 1320 KUHla®@r Dalam
Pasal ini tidak ditentukan adanya formalitas tdrteselain kata sepakat
yang telah tercapai. Maka, setiap perjanjian swadihdalam arti mengikat
para pihak yang membuat perjanjian bila sudah paicaengenai hal-hal

pokok dari perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dalamntketn Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyBeifnua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagreka yang
membuatnyd Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebeabasa
berkontrak adalah dengan jalan menekankan padaatpark “semua”
yang ada di muka perkataan “perjanjidf"Semua dalam hal ini tidak
hanya untuk perjanjian bernama atau tidak bernaeganijian lisan atau
tertulis, melainkan semua perjanjian yang dibuahgara pihak, asalkan
tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebeals@as-kiasnya
yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakaiuk
mengadakan perjanjian tentang apa, asalkan tidekenb@ngan dengan

peraturan perundang-undangan, kepatutan, daniketectmunt'*

0 Subekti,Aneka PerjanjiarCet. KeenamAlumni, Bandung, 1995, hal. 4-5
“! Daeng NajaQp.Cit, hal. 177-178
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Selain itu dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas kebeHlaerkontrak
mendapatkan eksistensinya dalam rumusan angka 4l PEZ20
KUHPerdata yang berbuny§tatu sebab yang tidak terlardndpengan
asas kebebasan berkontrak, para pihak yang memdbonamengadakan
perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan memkestpakatan atau
perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja,nszl@an sepanjang
prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlaluatesyang terlarant.
Dalam Pasal ini disebutkan jika suatu perjanjiabalsedibuat oleh para
pihak mengenai perjanjian apapun asalkan perjagpagy dibuat tersebut
bukan merupakan suatu hal yang dilarang.

Pasal 1320 tersebut memiliki hubungan dengan kedenPasal 1337
KUHPerdata yang menyatakan bahw&uatu sebab adalah terlarang
apabila, dilarang oleh undang-undang, atau apalbkrlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umurBerdasarkan rumusan Pasal 1337
KUHPerdata, bahwa pada dasarnya semua perjanjigat diébuat dan
diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanj@rg mengandung
prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yaelgnggar undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum saja yiarguag™

Pasal 1320 dan Pasal 1337 memiliki keterkaitan yarengatur
mengenai suatu sebab yang dinyatakan terlarangy yaenyebabkan

suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh pdrak, terutama suatu

2 Kartini Muljadi, Op.Cit, hal 46
“ Ibid
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sebab yang bertentangan dengan undang-undang, il&kasusdan
ketertiban umum.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkos&sgprang pada
umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakaangian. Di
dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwe dr@bas untuk
melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebasgate siapa ia
mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yangatipakan dan bebas
untuk menetapkan syarat-syarat perjanffaAsas kebebasan berkontrak
menurut hukum perjanjian Indonesia adalah suats ysag memberikan
kebebasan kepada para pihak urffuk:

Membuat atau tidak membuat perjanjian;
Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan peataanya;
Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulisidisan.

00Ty

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menukumnigerjanjian
Indonesia adalaff

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat pemanji

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa inginmbuat
perjanjian.

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa mEnanjian
yang dibuatnya.

d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketenturatang-

undang yang bersifat opsional.

= o

4 Agus Yudha Hernokdiukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Koktkomersia)
Kencana, Jakarta, 2011, hal.110

> Salim,0p.Cit hal.9

6 Sutan Remi Sjahdeinkebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang SeimBamg Para Pihak
dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesimstitut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 147
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Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kelsbasrkontrak
sebagaimana tersimpul dalam ketentuan Pasal 1388 HyKUHPerdata
tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tertddmrada dalam satu
sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lddaiteDalam praktik
dewasa ini, asas kebebasan berkontrak kurang dpabecara utuh,
sehingga banyak memunculkan pola hubungan konabktang tidak
seimbang dan berat sebelah. Kebebasan berkontddsadkan pada
asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki gogawar yang
seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak satalu memiliki

posisi tawar yang seimbafig.

Kebebasan berkontrak dapat ditinjau dari dua styehitt)*®

a. Arti materiil
Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalahwalkita

memberikan kepada sebuah persetujuan setiap i8i sathstansi yang
dikehendaki, dan bahwa kita tidak terikat pada -tipe persetujuan
tertentu. Pembatasan-pembatasan terhadap persetinaaya dalam
bentuk ketentuan-ketentuan umum, yang mensyardikhwa isi tersebut
harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkéwkkaturan-aturan
khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis joguae tertentu.

b. Arti formil
Kebebasan berkontrak dalam arti formil yaitu sebpealsetujuan dapat
diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada pnyaidi sini tidak
ada persyaratan apapun tentang bentuk, persesigitang kehendak.
Kesepakatan para pihak saja sudah cukup.

47 |1

Ibid
“8 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Moddtii. Refika
Aditama, Bandung, 2007, hal. 99-100
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Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkonulalala adanya
paham individualisme yang secara embrional lahiamdazaman Yunani,
yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkegbaesat dalam
zamanrenaissancemelalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht,
Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurutanpah
individualisme, setiap orang bebas untuk memperolga yang
dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini didk@n dalam
“kebebasan berkontrak”. Teoteisbet fair in menganggap bahwthe
invisible handakan menjamin kelangsungan jalannya persaingansbeba
Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakarvensi di
dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Pahmahvidualisme
memberikan peluang yang luas kepada golongan lakain¢mi) untuk
menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang koahentukan
kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berddam
cengkraman pihak yang kuat, diungkapkan da&xploitation de home
par 'homme*®

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etisadaalis, paham
individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejakdiéhirnya Perang Dunia
[I. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyatakgin pihak yang
lemah lebih banyak mendapatkan perlindungan. Céeérila itu, kehendak
bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetajedi arti relative dikaitkan

selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansak tidak

9 3alim,Op.Cit, hal. 9
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semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun pdiduvasi.
Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum gaenja
keseimbangan kepentingan individu dan kepentingasyarakat. Melalui
penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadggseran hukum
kontrak ke bidang hukum public. Melalui campur @mgyemerintah ini

terjadi pemasyarakatangrmatchappelijkinghukum kontrak?®

Dengan perkembangan asas ini yang dalam praktekkserterjadi
pemahaman yang salah tersebut, maka terjadi pesalpap@embatasan
mengenai pemaknaan asas kebebasan berkontrakpaemiapat sebab
terjadinya pembatasan asas kebebasan berkonttakyai

a. Karena timbulnya bentuk-bentuk yang merupakan pgrsen atau
pemusatan dalam lapangan lalu lintas perekononmfatnya dulu
orang bertindak sendiri-sendiri dalam lapangan kmremian,
kemudian terjadi penggabungan atau pemusatan daabuah
perseroan-perseroan yang lebih besar yang berdiabata kebebasan
perseorangan dibatasi oleh peraturan-peraturamgahu

b. Hukum tata usaha atau campur tanggan pihak pengdakeam
lapangan ini. Maksudnya penguasa:
1. Untuk melindungi yang lemah, dan
2. Untuk melindungi kepentingan umum.

c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menuju kepeddilan sosial,
yaitu keseimbangan dalam masayarakat.
Di Negara-negara Barat hal ketiga ini konkretnyarwigud
bermacam-macam usaha, dan diantaranya kemungkinaok u
memberantas perjanjian-perjanjian yang tidak meimerkeadilan
sosial (prestasi tidak seimbang). Di Inggris migalilengan adanya
endue influence = perjanjian-perjanjian yang terjatena pengaruh

*0 |bid
> Moch. Chidir Ali,dkk, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjiand@éa, Mandar Maju,
Bandung, 1993, hal.74-75
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yang tidak sepatutnya atau tidak semestinya. Doredia juga ada
peraturan yang berusaha demikian, yaitu Woeker i@vaiatie.

d. Timbulnya semacam formalism. Ini oleh pihak-pihalendiri
diadakannya.

Pembatasan-pembatasan menurut para ahli dipengeetiif

Menurut Setiawan, pembatasan kebebasan berkonpakghruhi oleh:

Berkembangnya doktrin itikad baik;
Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
Makin banyaknya kontrak baku;

Berkembangnya hukum ekonomi.

00Ty

Sedangkan menurut Purwahid Patrik, terjadinya lgaib@embatasan
kebebasan berkontrak disebabkan:

a. Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutumseiaduan
dagang, badan-badan hukum atau perseroan-persdevagplongan-
golongan masyarakat lain (misal: golongan buruhtdan);

b. Terjadinya pemasayarakatanvefmaatschappelijking keinginan
adanya keseimbangan antar individu dan masyarakag yertuju
kepada keadilan sosial,

c. Timbulnya formalisme perjanjian;

d. Makin banyak peraturan di bidang hukum tata usadgaia.

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan, pembatasaneblesian
berkontrak akibat adanya:

a. Perkembangan masyarakat dibidang sosial ekononsa(mkarena
adanya penggabungan atau sentralisasi perusaahaan);

b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungiekBngan
umum atau pihak yang lemah,;

c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkaranysl
kesejahteraan sosial.

>2 Agus Yudha HernokdQp.Cit, hal. 114-115
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3. Asas Pacta Sunt Servanda
Setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Ugwerdang bagi
para pihak yang melakukan perjanjian. Terdapatnd&asal 1338 KUH
Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat searbeylaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Asas ltikad Baik

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagai dsals qalam
pelaksanaan perjanjian, tidak dapat berdiri sewldin selalu saling terkait
dengan asas lain terutama asas itikad baik, dinikaaidak di dasari
dengan asas itikad baik maka asas kebebasan haikdatsebut akan
lebih terjadi penyelewengan, misalnya pihak yangkdmudukan kuat
akan mengalahkan pihak yang lemah dalam penentaasuta-klausula
perjanjian. Masalah itikad baik menjadi amat pentioalam Hukum
Perdata dalam hubungannya dengan hak kebendaanfeekt- Buku I
KUHPerdata) dan hak perorangan (PersoonlijkrechtukuB Il
KUHPerdata), tanpa mengabaikan arti pentingnyanddalang Hukum
Orang dan Keluarga (Buku | KUHPerdata).

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam meng®rgnjian
harus di dasarkan pada itikad baik dan kepatutang ymengandung
pengertian pembuatan perjanjian antara para piaekstdi dasarkan pada
kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksapaganjian juga

harus mengacu pada apa yang patut dan seharusikgdi dialam

*3Djaja S. MelialaMasalah Itikad Baik dalam KUH Perdat8ina Cipta, Bandung, 1987, hal. 6
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pergaulan masyarakat. Asas itikad baik dan kepatogsasal dari hukum
Romawi, yang kemudian dianut oleRivil Law, bahkan dalam
perkembanganya juga dianut oleh beberapa negarg yenfaham
Common Law.

Pengertian Itikad Baik dan Kepatutan berkembangla®jdengan
perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semulahammberikan
ruang bagi kontrak-kontrak yang telah di atur dalaimdang-undang
(iudicia stricti iuris yang bersumber pada civil laniterimanya kontrak-
kontrak yang didasarkan padaonae fides yang mengharuskan
diterapkanya asas itikad baik dan kepatutan dalambpatan dan
pelaksanaan perjanjidh.Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari
hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh Civil Lavahkan dalam
perkembangannya juga dianut oleh beberapa neggpahzen Common
Law. Masalah yang muncul, hingga saat ini belunu dedta untuk
memberikan dasar yang tepat sebagai patokan apgadgdmjian telah
dilaksanakan atas dasar itikad baik dan kepatutanlzelum. Prakteknya
diserahkan kepada hakim untuk menilai hal tersétaitini juga terjadi di
negara-negara Anglo Saxon, hakim-hakim di negagafm@eAnglo Saxon
belum mempunyai standar yang telah disepakati untekgukur asas
tersebut. Biasanya frase itikad baik dan kepatséalu dikaitkan dengan

maknafairness, reasonable standard ofdealing, a comntbica sensg”

:‘5‘ Ridwan Khairandiltikad Baik dalam Kebebasan Berkontrdkniversitas Indonesia, 2003, hal. 131
Ibid, hal. 30
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Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayaK(B)Perdata yang
berbunyi,”Perjanjian harus dilaksanakan dengaradtibaik.” Pasal ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatag tidak patut dan
yang bertentangan dengan hukum. Asas itikad barkpa&an asas bahwa
para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur haruslakukan substansi
kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yaggh atau
kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik giilb@enjadi dua
macam, Yyaitu itikad baik nisbi dan itikad baik naltl Pada itikad baik
nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah lakmgy nyata dari
subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya takepada akal sehat dan
keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menkaadaan (penilaian
tidak memihak) menurut norma-norma obyeRiif.

5. Asas Personalia
Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menagdskava
suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang sebafjgek hukun pribadi,

hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya sendivag@i individu.

Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggaradieh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen KehakinRl pada
tanggal 17 — 19 Desember 1985 telah berhasil diskamnya delapan asas

hukum perikatan nasion&i Kedelapan asas tersebut adalah:

%% Salim,Op. Cit hal 11
*’ Tim Naskah Akademis BPHNNaskah Akademis Lokakarya Hukum Perikata@lakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 1985)
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1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiag yang
akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiagtapreyang

diadakan diantara mereka di belakang hari.

. Asas Persamaan hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa duldjein
yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan,dsak kewajiban

yang sama dalam hukum.

. Asas Keseimbangan (Proporsionalitas)

Makna keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indprieda
“keseimbangan” berarti keadaan seimbang (seimbaagas berat,
setimbang, sebanding, setimpal); dalam ilmu fisdiartikan sebagai
keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecerghanuyang ada pada
setiap benda atau sistem persis dinetralkan atawah oleh gaya atau
kecenderungan yang sama besar, tetapi mempunyayang berlawanan.
Sedang kata “proporsionalitas” atau “proporsiori@tarti sesuai dengan
proporsi, sebanding, berimbarfy.

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki ketin pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur noaygn kekuatan

untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapahuntut pelunasan

> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal. 373 dan 790
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prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitunike pula kewajiban
untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad.Bai

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman, asasnkeangan
menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanad@enpan. Asas
keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas peasaasas persamaan
menempatkan para pihak di dalam persamaan der&egditur
mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasalui
kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula bebantuk
melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dajldtad disini bahwa
kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan ki&anpya untuk
memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kneddan debitur
menjadi seimban{f

Pengertian mengenai asas keseimbangan tersebunjoldan jika
asas keseimbangan dengan itikad baik memiliki ksrefang signifikan
dan tidak dapat berdiri sendiri satu dengan yangpnya. Asas
konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan ababdsan berkontrak
dilandaskan pada pola pemikiran barat, sedangkaa ksseimbangan
diangkat dan dikembangkan dari pola pikir hukunmt gdag berlandaskan
pada gotong royong, tolong menolong, dan kekel@araJadi asas

keseimbangan didasarkan atas adat yang mengakar kdhaiasaan

% Salim,Op.Cit hal. 13
0 Mariam Darus BadrulzamaKompilasi Hukum PerikatarPT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

%1 Herlien BudionoAsas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indon&3iaCitra Aditya Bakti,
Bandung, hal. 361
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masyarakat yang merupakan sifat asli bangsa Indgortéal ini pula yang
menunjukkan jika asas keseimbangan yang berakabaagsa Indonesia
juga memiliki korelasi dengan asas kebebasan b#eéonwvalaupun
merupakan turunan dari bangsa barat namun meruzaledn asas pokok

dalam perjanjian.

Definisi asas keseimbangan menurut para pakar hukotara lairf?
Sutan Remy Sjahdeinj menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak
hanya akan terwujud apabila berada posisi yang &aata
PendapatMariam Darus Badrulzaman, asas keseimbangan dipahami
sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar panak pdalam
menentukan kehendaknya.

Sri Gambir Melati Hatta , menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga
dipahami sebagai keseimbangan keduudkan posisr fzava pihak dalam
menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjigtidgkseimbangan
posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perberirensi pemerintah
untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyenaga syarat-syarat
perjanjian.

Ahmadi Miru , menegaskan bahwa asas keseimbangan diartikagaseba

keseimbangan poisisi para pihak.

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan diberi makna dalam dua

hal, yaitu:

62 Agus Yudha Hernokd)p.Cit, hal 27-32
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a. Asas keseimbangan sebagai asas etikal yang berrea&ha“keadaan
pembagian beban di kedua sisi berada dalam keaskiarbang”.
Makna keseimbangan disini berarti pada satu sksatdsi kehendak
(berdasar pertimbangan atau keadaan yang menglanjndan pada
sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batdssdua sisi
tersebut keseimbangan dapat diwujudkan.

b. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal artilys keessseimbangan
dapat dipahami sebagai asas yang layak atau ail,sdlanjutnya
diterima sebagai landasan keterikatan yuridikaamiahukum kontrak
Indonesia.

Di samping itu,Herlien Budiono mengungkapkan asas keseimbangan

dengan merujuk uraian Moh. Koesnoe tentang asas (aarmoni) dalam

hukum adat Indonesia. Asas laras berkenaan deregaogban bagaimana
memuaskan kebutuhan estetis yang hidup dalam naksyarAsas ini
memberikan jawaban atas suatu persoalan sehinggeelpsaiannya itu
dianggap memuaskan dari ukuran kebutuhan dan perdsakum dan
moral. Maksudnya adalah segala sesuatu telah kersdaérti semula

(seperti sebelum sengketa muncul dan mengganggeinkesngan

masyarakat$>
Sedangkan pengertian asas proporsionalitas bekdasaara pakar

hukum, antara laifi*

® Herlien BudionoOp.Cit, hal 183
% Agus Yudha HernokdQp.Cit, hal 30-32



44

Menurut P.S. Atijah, memberikan landasan pemikiran mengenai asas
proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran &krgebagai landasan
pertukaran yang adil di dunia bisnis.

Y. Sogar Simamora mengemukakan bahwa yang menjadi perhatian
utama dalam asas proporsionalitas adalah keseirabatalam pembagian
kewajiban.

Menurut M. Yahya Harahap, terkait dengan beban pembuktian,
penerapan asas proporsionalitas akan membantu mkarbgustifikasi
mengenai putusan terhadap perkara dimaksud, désggpedoman pada
asas atau prinsip bahwa hakim tidak boleh berdiempt sebelahp(insip

fair trial) dan memihak parsialp(insip imparsialitastidak memihak).
Dalam hal ini asas proporsionalitas diberikan panaek pada pembagian
beban pembuktian secara adil bagi pihak-pihak.

Dalam pemaknaan asas proporsionalitas dan asaisnkesgan juga
terdapat perbedaan pendapat dari para ahli mengeeaggunaan
pemaknaan kedua asas ini. Tetapi dalam hal inilpenenyamakan
makna kedua asas tersebut, dimana pengertian asssmbangan
(proporsionalitas) adalah asas yang menunjukkaet&esan terhadap hak
dan kewajiban dari para pihak. Jadi, yang menjegiatan dalam asas
keseimbangan (proporsionalitas) ini adalah hak #&ewajiban yang
dituangkan dalam klausula-klausula kontrak yanguatp sehingga
kontrak yang dibuat tersebut adil bagi para pihakgyberkontrak.

4. Asas Kepastian Hukum
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Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastiakum.
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnggapjian, sebagai

undang-undang bagi yang membuatnya.

. Asas Moralitas

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yastatu perbuatan
sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hakinys untuk
menggugat prestasi dari pihak debitur.

Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu sesegramelakukan
perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkatempunyai
kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesgiaahuatannya.
Salah satu faktor yang memberikan motivasi padag yaersangkutan
melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkama pesbusilaan

(moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

. Asas Kepatutan
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerde@as ini
berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjaypgaugy diharuskan oleh

kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanj@aratu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegasrdakan tetapi juga

hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
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8. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwaaadé&doitur dan

kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yanerlyp mendapat

perlindungan itu adalah pihak debitur karena piimakerada pada posisi

yang lemah.

e. Berakhirnya Perjanjian

Pada umumnya, perjanjian berakhir jika tujuan/asstari perjanjian

tersebut telah tercapai. Berakhirnya perjanjiadapat dalam Pasal 1381

KUH Perdata yaitu:

1.

2.

©

Karena adanya pembayaran;

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyiarpatau produk
yang hendak dibayarkan di suatu tempat.;

Novasi atau pembaharuan utang;

Kompensasi atau perjumpaan utang;

Percampuran hutang;

Pembebasan hutang;

Musnahnya barang yang terhutang;

Pembatalan perjanjian;

. Berlakunya suatu syarat batal;

10. Daluwarsa atau lewatnya waktu.
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Karena adanya pembayaran

Hal ini terdapat dalam Pasal 1382 KUHPerdata hinBgaal
1403 KUHPerdata. Pengertian pembayaran adalah geganutang
oleh debitur kepada kreditur (arti sempit), sedamglpembayaran
dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uaray diarang, tetapi

juga dalam bentuk jaga.

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyiarpaatau
penitipan

Hal ini terdapat dalam Pasal 1404 hingga Pasal 1412
KUHPerdata. Penawaran pembayaran tunai (konsinyadalah
penawaran pembayaran tunai terhadap apa saja yaagghya jika si

berpiutang menolak pembayaran.

Novasi atau pembaharuan utang

Hal ini terdapat dalam Pasal 1413 hingga Pasal 1424
KUHPerdata. Novasi adalah sebuah perjanjian andafaEtur dan
kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yadg dihapuskan

dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yzarg®®

Kompensasi atau perjumpaan utang
Terdapat dalam Pasal 1425 hingga Pasal 1435 KUldRerd

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utnrgam jalan

% Salim,Op.cit, hal 166

% |bid hal 169
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saling memperhitungkan utang yang sudah dapat iklitagtara
kreditur dan debitur.
Percampuran hutang
Diatur dalam Pasal 1436 KUHPerdata hingga Pasal7 143

KUHPerdata. Percampuran utang adalah percampurdodikan
sebagai seorang yang berutangdengan kedudukanasekraglitur
menjadi satu.
Pembebasan hutang

Terdapat dalam Pasal 1438 hingga Pasal 1443 KUldRerd
Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihiakreditur
kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari gegain.
Musnahnya barang yang terhutang

Hal ini terdapat dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445
KUHPerdata. Perikatan yang dibuat akan hapus ji&earg yang
terhutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, latang asalkan
barang yang musnah tersebut diluar kesalahan detatu tidak ada

kelalaian debitur.

. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian diatur dala Pasal 1446 hirgasal
1456 KUHPerdata. Ada tiga penyebab timbulnya peai@atkontrak

yaitu®’

%7 Ibid, hal 172



49

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang ymetum
dewasa dan di bawah pengampuan;

2. Tidak mengindhakan bentuk perjanjianyang disyaratkialam
undang-undang;

3. Adanya cacat kehendak.

i. Berlakunya suatu syarat batal
Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipemkain
menghapuskan perjanjian dan membawa sesuatu datada&an
semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian a(Pas265
KUHPerdata).
j. Daluwarsa atau lewatnya waktu
Hal ini mengenai tentang waktu kontrak yang dibtedah

berakhir dan tidak mempunyai akibat hukum bagi kedoiah pihak.

f. Wanprestasi
1. Pengertian
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai metakdsan
kewajiban atau sebagaimana yang ditentukan dalananpan yang
dibuat antara kreditur dengan debifr.
Dalam restatement of the law of contraci®merika Serikat),

wanprestasi atalireach of contractdibedakan menjadi dua macam, yaitu

% |bid, hal 98
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total breachtsdan partial breachts Total breachtsartinya pelaksanaan
kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkartial breachtsartinya
pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksan. Seorang
debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia tdlakrikan somasi oleh
kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telalakbkan sebanyak tiga
kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somdsi idak diindahkannya,
maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke mBlaga Dan
pengadilanlah yang berhak memutuskan, apakah detmdtoprestasi atau
tidak *°

Menurut Subekti, wanprestasi ialah

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apang
dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wana®s. la alpa
atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia mel@ag perjanjian,
bial ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidalkehb
dilakukannya.*

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seoranguietapat berupa empat
macam:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakugann

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidabagaimana
dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak elbol

dilakukannya’*

% Ibid, hal 98-99
0" Subekti,Op.Cit, Hal. 45

1 bid
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Sedangkan pendapat Pitlo mengenai wanprestasj ialah
“Pada wanprestasi, kreditur tidak memperoleh apag ydijanjikan
oleh pihak lawan. Debitur tak melaksanakan kewajipgestasinya
atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinga. lssesatan,
oaring sebenarnya telah memperoleh apa yang mdmédya, tetapi
ia keliru mengenai ciri-ciri bendany&”

2. Akibat Adanya Wanprestasi
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu selbegiut:®

a. Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelakan prestasi,
apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di sampiog kreditur
berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan akszlnakan
prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mpat&euntungan
apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pakitum.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kredifeasél 1243
KUHPerdata)

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jigangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada Ilggaan atau
kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena debitur tidak
dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balikreditur dapat

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan komrestasi

dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

2], SatrioOp.Cit hal. 314
3 salim,Op. Cit, hal. 99
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Sedangkan menurut Subekti, hukuman atau akibatglking tidak
enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, :yaitu
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur adi@mgan singkat
dinamakan ganti rugi.
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemeqgsdrgmjian.
c. Peralihan resiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakdemhn hakim.

3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telablakukan

wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi sajaddariur.

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti kepada debitur (
Pasal 1267 KUHPerdata)

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, yaamungkin
kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai gafi kepada debitur.

Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Di dalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama tedpdareach of

contract adalah pembayaratompensatior{ganti rugi), yang terdiri atas

™ Subekti,Op.Cit
5 Op.Cit, hal. 99
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cost (biaya) dan damages (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan

perjanjian fescissio.”®
Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggamgjbkan, yaitd’

a. Debitur berada dalam keadaan memaksa.

b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, da&mghn demikian
debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestdamdaal ada
kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.

c. Kreditur tetap diwajibkan member prestasi balas&®asél 1602

KUHPerdata).

Di dalam hukumCommon Law jika terjadi wanprestasb(each of
contrach), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk nmegrmbganti
rugi (damagey dan bukan pemenuhan prestagerformancg Akan
tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akagatan
pemenuhan prestasi yang lebih  umum, akhirnya dikinkgn
berdasarkarequity, di sampinglegal remedy(ganti rugi), adeequitable
remedy(pemenuhan prestasi). Di samping kedua gugataehtet, dalam
hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatdrusus untuk
pembubaran karena dapat dilakukegpudiation (penolakan kontrak

sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hdkim.

’® Ibid
" bid, hal. 100
% Ibid
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B. Kajian tentang Perjanjian Kerja
a. Pengertian

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU N@aBun 2003 yaitu
perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruaryfwan) dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syamedtskerja, hak, dan
kewajiban para pihak.

Sedangkan perjanjian kerja dalam Pasal 160la yaiiu perjanjian
dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirumytuk di bawah perintah
pihak yang lain (majikan), untuk sesuatu waktuetai, melakukan pekerjaan
dengan menerima upah.

Prof. Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kelgrgsnya adalah:
“Suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruhhgitatkan diri
untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selava&tu tertentu
dan menerima upah dan pihak lain (majikan) mengdadiri untuk
mempekerjakan pihak yang satu (buruh) dengan meanhiggah.*

Prof. Subekti memberikan pengertian, perjanjiafekadalah:

“Suatu perjanjian antara seorang majikan yang daadengan ciri-
cirl adanya upah atau gaji tertentu, adanya suabuiigan atas bawah
(dietsverhouding)yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu,

majikan berhak memberikan perintah yang harus tilitdah pihak
lainnya.”°

b. Unsur-unsur

Unsur-unsur dalam perjanjian kerja meliptiti:

9 Adrian SutediHukum PerburuhanSinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 46
80 hid
81 Djumadi,Op.Cit, hal 36
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1. Adanya unsuwork atau pekerjaan
Di dalam suatu perjanjian kerja harus adatusysekerjaan yang
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerjany membuat
perjanjian kerja. Pekerjaan yang dilakukan olehegakharus berdasarkan
dan berpedoman pada perjanjian kéfja.
2. Adanya unsuserviceatau pelayanan
Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan gseba
manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekarusliah tunduk pada
perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja demus tunduk dan di
bawah perintah orang lain, si majik&h.
3. Adanya unsutime atau waktu tertentu
Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja harus dikakusesuai
dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam paganyang telah dibuat.
Di samping itu, waktu melakukan pekerjaan jugakidaleh bertentangan
dengan ketentuan undang-undang.
4. Adanya usupayatau upah
Jika setelah pekerja melakukan pekerjaan dengaukuymada perintah
majikan, maka dalam rangka memenuhi prestasinyartegang telah
mereka buat di dalam perjanjian kerja, maka pekégahak untuk

mendapatkan upaf.

8 |bid hal 36
8 |bid hal 38
8 |bid, hal 43
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c. Hubungan Kerja
Pada Pasal 1 angka 15 undang-undang No.l8 #2003, hubungan kerja
adalah hubungan antara pengusaha dengan pekeasfa/herdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjagmahu dan perintah.
Menurut Soepomo, pengertian hubungan kerja adalah:

“Suatu hubungan antara seorang buruh dan seoraggamadimana

hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjangarja antara kedua

belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanj@dimana satu pihak
pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima dpah pengusaha
memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi ufah.”

Jadi hubungan kerja adalah hubungan antara pdkengy dengan
pengusaha, dimana dalam perjanjian tersebut terdaygar upah, pekerjaan,
dan perintah.

Dari pengertian mengenai hubungan kerja, maka uhabungan kerja
adalah®®

a. Ada pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus terdapat pekerja/ang
diperjanjikan,dan pekerjaan tersebut harus dilakuksendiri oleh
buruh/pekerja, dimana pekerjaan tersebut secara mumadalah
kepentingan dari pengusaha.

b. Ada upah
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dagatiadkan dalam

bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan damgpsaha/pemberi

8 Abdul Khakim,Op.cit
8 Adrian SutediQOp.cit, hal 47
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kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan darydigan menurut suatu
perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundadgAgan, termasuk
tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas sedkirjpan dan/atau jasa
yang telah dilakukan. Upah harus ada dalam hubukega.
c. Ada perintah
Merupakan unsur yang khas dalam hubungan kerja,sudalya

buruh/pekerja melakukan pekerjaan di bawah peripégigusaha.

C. Kajian tentang Pengaturan Kontrak Antara Pemain dergan Klub dalam
Peraturan Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh blonesia (PO PSSI)
Dalam PO PSSI tidak dijelaskan secara tegas dam mengenai bentuk
kontrak ataupun pengaturan mengenai kontrak, nadalam PO PSSI No.
01/PO-PSSI/I/2011 sedikit disinggung mengenai pegniya pemberlakuan
kontrak antara pemain dengan klub. Pemberlakukatrddo antara pemain dan
klub disebutkan dalam Pasal-pasal PO PSSI antara la
1. Pasal 2
Klub Profesional Anggota PSSI, mengikat kontrak géen Pemain Amatir
sehingga status Pemain tersebut beralih menjadiaireRrofesional, dan
Pemain yang bersangkutan belum pernah bermain dnp€bsi Amatir
Tingkat Nasional, sekurang-kurangnya 1 (satu) mumpetisi. Maka Klub
tersebut dapat dikecualikan dari butir no. 3 diat@ngan syarat :
a. Mengajukan surat permohonan kepada Pengprov sdengan domisili

Klub.
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b. Mengajukan surat permohonan kepada PSSI, dengampiekan:
a) Surat Persetujuan Pengprov.

b) Bukti Kontrak Pemain, sekurang-kurangnya selantggd)(tahun.

2. Pasal 3

(a) Ayat (3) Setiap Pemain, diharuskan memiliki kontrakrjanjian kerja
tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktutrié&rperjanjian
kerja minimal 1 (satu) tahun.

(b) Ayat (4) Kontrak/Perjanjian Kerja sebagaimana botr 3 diatas, harus
didasarkan pada ketentuan hukum formal yang berldkuwvilayah
Republik Indonesia dan Peraturan Organisasi tentémgirak Pemain
yang ditetapkan oleh PSSI.

(c) Ayat (5) Khusus bagi Pemain Lokal :

1. Berusia diatas 23 (dua puluh tiga) tahun : jangkaktw kontrak/
perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun.

2. Kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun dan diatas(tLjuh belas)
tahun: jangka waktu kontrak/perjanjian kerja mini@dtiga) tahun.

3. Kurang dari 17 (tujuh belas) tahun : jangka wakbatkak/ perjanjian
kerja minimal 5 (lima) tahun.

(d) Ayat (6)

Setiap Pemain yang terikat Kontrak/Perjanjian Kégaus memahami isi
kontrak dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibanngecara

profesional.
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3. Pasal 4

a. Ayat (8) Pemain yang yang terikat dengAgen Pemain yang tidak
memiliki lisensi, maka pada saat perpindahan dan melakukan ikatan
kontrak di Indonesia atau di luar Indonesia danarbdna terjadi
persilisihan maka hal tersebut diluar tanggung RR&SI| dan FIFA.

b. Ayat (9) Klub yang mengikat suatu kontrak/perjamji&erja dengan
Pemain, diwajibkan mempunyai kesepakatan dengagahBemain itu
sendiri atau Agen Pemain yang memiliki lisensi déanus dicantumkan
secara jelas.

c. Ayat (11) Besarnya nilai kontrak ditetapkan atasatl&esepakatan antara
Klub dan Pemain.

d. Ayat (12) Masa kontrak maksimum seorang pemainnseld (empat)
tahun, Pemain yang mempunyai kontrak lebih dadua) tahun dengan
suatu Klub, maka harus melakukan penandatangaaag uhtuk setiap 2
(dua) tahun. Bagi Pemain apabila mempunyai mas@&rdéomelebihi 4

(empat) tahun harus mendapatkan izin tertulisIS6I.

4. Pasal 19
a. Ayat (6) Kontrak/Perjanjian Kerja antara Klub dengBemain Asing,
harus :
1. Ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indandsin Bahasa

Inggris.
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2. Ditandatangani langsung oleh Pemain yang bersaagkdan Ketua
Umum Klub atau Perwakilan Klub yang mendapat SKrssa serta
Agen dari Pemain Asing tersebut.

3. Kontrak/Perjanjian Kerja harus sudah ditandatanggmi(tiga puluh)
hari sebelum pendaftaran pemain. Kontrak/Perjankanja dibuat
rangkap 5 (lima). Klub, Agen Pemain dan Pemain @simasing-
masing harus memperoleh 1 (satu) salinan dan meayinya.
Sebanyak 2 (dua) rangkap dari salinan Kontrak/Rggya dan
dokumen lainnya (bila perlu) beserta pas foto bermwaikuran 4 x 6
dari pemain yang bersangkutan, harus diserahkaadkepSSI.

4. Masa Kontrak/Perjanjian Kerja untuk seorang Pemaising,
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamdnyempat)
tahun. Akan tetapi periode dari setiap kontrak nmamn 2 (dua)

tahun. Setelah 2 (dua) tahun harus dilakukan mextanganan ulang.

b. Ayat (7) Bagi Pemain Asing yang telah berakhir mesatraknya dengan

C.

suatu Klub dan tidak diperpanjang lagi maka PerguRSSI akan
mencabut seluruh rekomendasi yang diberikan ke eDirjmigrasi
(Departemen Kehakiman dan HAM RI) dan Departemearaga Kerja RI.
Ayat (8) Seluruh pendapatan yang diterima oleh Bemaing harus
dalam mata uang Rupiah dan jumlah Pemain Asing gapat mengikat
Kontrak /Perjanjian Kerja dengan suatu Klub peséttampetisi Liga
Indonesia, diatur dan ditentukan secara tersemtdilam Manual atau

Peraturan Pertandingan Khusus.



61

d. Ayat (9) Segala hak dan kewajiban yang telah ddgkan secara tertulis

pada Kontrak/Perjanjian Kerja harus dipenuhi oledsimg-masing Pihak

sampai dengan berakhirnya masa kontrak

5. Pasal 24

a. Ayat (5) Klub dan atau Pemain yang mempunyai ik&tartrak/perjanjian

C.

kerja lebih dari 4 (empat) tahun, tanpa mendapaikan tertulis dari

PSSI, masing-masing dikenakan Sanksi Disiplin.

Ayat (6) Setiap perselisihan yang muncul dari ikdtantrak pada Pemain

yang terikat dengagen Pemain yang tidak memiliki lisensi PSSI

akan memberikan sanksi kepada pemain bersanglagiaagai berikut :

(a) Teguran/Peringatan secara tertulis

(b) Denda, minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh jutaiainy

(c) Skorsing 1 (satu) tahun

Ayat (7) Klub yang melanggar ketentuan yang terwoandidalam kontrak/

perjanjian kerja yang telah ditandatangani, akaberikan sanksi,

disesuaikan dengan kadar kelalaiannya, sebagéuberi

(a) Teguran/Peringatan

(b) Denda, maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (serausupiah)

(c) Larangan untuk melakukan kontrak atau perjanjianakenengenai
penggunaan Pemain baik nasional maupun interndsiona

(d) Larangan mengikuti kegiatan sepakbola baik di limglan PSSI

(nasional) maupun internasional.
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d. Ayat (8) Sebelum mengikat kontrak/perjanjian kedangan seorang

g.

Pemain, Klub harus memeriksa dan memastikan sfé&main bahwa
yang bersangkutan tidak sedang terikat dengan l€imbdan merupakan
pemain bebas. Klub yang terbukti melakukan pelarsggakan dikenakan
denda oleh PSSI sekurang-kurangnya Rp 100.000.086ratus juta
rupiah) dan hukuman lainnya yang ditentukan kemudia

Ayat (9) Pemain dilarang keras mengikat kontrakfmgian kerja dengan
lebih dari 1(satu) Klub pada waktu yang bersampalanggaran terhadap
larangan ini, maka PSSI akan mengambil tindakaastelgerupa skorsing
kepada pemain yang bersangkutan sekurang-kurargy(tiga) tahun dan
hukuman lainnya yang akan ditentukan kemudian.

Ayat (10) Pemain yang masih terikat kontrak dengaatu Klub, terbukti
mengadakan pembicaraan mengenai perekrutan denigén ldn atau
Perwakilan Klub lain dan tanpa sepengetahuan dasb Kempatnya
bergabung, dikenakan Sanksi Disiplin oleh PSSI.

Ayat (11) Pelanggaran terhadap Uang PembinaanaaKiab asal dan
Klub baru sesame Anggota PSSI, diketahui bahwa rbeski
perpindahan/ pembinaan, tidak sesuai dengan yatgidedan termuat
pada kesepakatan yang diterima PSSI, maka PSSImkamdak tegas
dengan menjatuhkan denda kepada Klub asal dan Khro, yang
masing-masing senilai 10 (sepuluh) kali lipat dalai Kontrak/Perjanjian
Kerja yang diterima oleh Pemain yang bersangkutengan Klub

barunya.
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h. Ayat (12) Kontrak/Perjanjian Kerja antara Klub dangPemain/Agen
Pemain harus ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitta&a Indonesia dan
Bahasa Inggris, apabila tidak maka PSSI mengangbabwa

Kontrak/Perjanjian Kerja tersebut Tidak Sah.



BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitigkuhnuini adalahyuridis-
normatif Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedimiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuansgamormatifnya yang
objeknya adalah hukum itu sendifiSelain itu, penelitian yuridis normatif yakni
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerag@dah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum posifif.Penulis melakukan kajian secara mendalam tentang
semua produk hukum baik secara langsung ataupak ladgsung terkait dengan
Kontrak antara Pemain dengan Klub berupa peratgemindang-undangan
seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buktehtang Perikatan maupun
peraturan perundangan-undangan lainnya yang mendukihususnya untuk
melakukan analisis pada Kontrak antara Pemain deRgasik Kediri ditinjau
dari asas-asas perjanjian pada umumnya.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penuhsadalah:

1. Pendekatan perundang-undan@statute approach)
Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pengkajmeraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan tentl spenelitiarf®

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitiagqn geikukan dengan

¥ Johnny IbrahimTeori&Metodologi Penelitian Hukum NormatBayumedia, Malang, 2011, hal 57
88 H

Ibid, hal. 295
* Ibid, hal. 295.
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menelaah semua Undang-undang dan regulasi yangnig&rg paut dengan
isu hukum yang sedang ditelf.

Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelaédakah
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang@indengan undang-
undang lainnya atau antara undang-undang dan Undadang Dasar atau
antara legislasi dan regulasi. Hasil dari telaatseteut merupakan suatu
argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan memiliki tujuan umémpelajari
konsistensi peraturan perundang-undangan yaitu bKiténdang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku Il tentangikBegan serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang adankg#adengan asas-asas
hukum perjanjian, sehingga isu hukum yang dihadgpitu adanya
wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak antara pedsigan klub dapat

diselesaikan.

2. Pendekatan konseptuabnceptual approach)

Sedangkan pendekatan konseptual adalah penelitarg ylilakukan
dengan mempelajari pandangan-pandangan dan ddkkinn yang
berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya tentamgtrak pemairi?
Pendekatan konseptual memiliki tujuan untuk menaelapandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalamu hukum,

% peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana, Jakarta, 2010, hal. 95
*Lbid, hal 93
%2 Op.cit, hal.95
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sehingga peneliti akan menemukan ide-ide dalam raegun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihaddp mengenai

terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontri@kaapemain dengan klub.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
a. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang féerautoritatif
artinya mempunyai otoritas.Yakni bahan hukum yang terdiri dari Undang-
undang yang dapat dijadikan sebagai dasar acuapeatéimbangan hukum.
Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah:
1. Buku lll tentang Perikatan Kitab Undang-undang HukRerdata;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteraga;
3. Kontrak antara pemain dengan Persik Kediri.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang damahberikan
penjelasan mengenai hukum primer yaitu berupaatiiediteratur, jurnal
ilmiah, artikel internet dan pendapat para sarjar@genai penerapan asas
kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas.
Bahan Hukum Sekunder yang terutama, adalah buku-bukkum
termasuk skripsi, artikel internet dan pendapatpeat para sarjarfaBahan
hukum sekunder yang digunakan dalan penelitiaryaiiy:

1. Literatur-literatur hukum, khususnya yang meng@eajanjian/kontrak.

% Ibid, hal 141
* Op.Cithal 155
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2. Skripsi, yang membahas mengenai hambatan dan pakds kontrak
kerja antara pemain dengan klub Deltras Sidoard@nd&al upah dan cara
pembayaran.

3. Artikel internet, yang berkaitan dengan perjanjgamta penjabaran asas-
asas hukum proporsionalitas.

4. Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pemrgertasas
proporsionalitas dan keseimbangan.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memkderpetunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primeratsanthukum sekunder
yang terdiri atas:

1. Kamus Hukum, mengenai istilah-istilah dalam hukuomtkak dan asas-
asas perjanjian yang berkaitan, dalam hal ini memigpengertian asas
keseimbangan.

2. Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengenai istilalastiéntang hukum
kontrak serta istilah-istilah mengenai asas-asgarp@an, dalaam hal ini
mengenai pengertian keseimbangan dan proporsiasalit

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini, bakuk bahan hukum
primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui iskegpustakaan. Yaitu dengan
menggunakan teknik penelitian kepustak#aibrary Researchlyang di dalam
penelitian hukum secara khusus dinamakan penelitekum normatif

(Normative Legal Researchynitu melakukan penelitian dengan cara membaca
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buku-buku, peraturan perundang-undangan, situs-ditinternet dan hasil-hasil
penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian $elain itu, teknik yang
dipakai dengan cara mengutip, baik secara langsugagpunparaphraseatau
sebuah kutipan yang sumbernya tidak ditulis samaigdetapi yang dikutip
hanyalah ide atau gagasan pokok yang terdapat dalarber aslinya. Serta, studi
dokumentasi yaitu melakukan penelitian terhadapskla-klausula yang terdapat

dalam kontrak antara pemain dengan klub Persikrkedi

Kemudian dilakukan tahap identifikasi bahan hukuang/ diperlukan, yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersienta inventarisasi data yang

diperlukan tersebut. Selanjutnya diolah dan dirdtansecara sistematis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalanelgean ini merupakan
langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolah&anbbahan hukum yang
dikumpulkan untuk meneliti dan mengkaji permasafabaperti yang terdapat
dalam rumusan masalah.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian iningganakan metode
interpretasi atau penafsiran gramatikal. Intergiegeamatikal, yaitu memberikan
arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuajatiebahasa sehari-hari, dan
dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta genjaari ahli bahasa.

Oleh karena itu, untuk mengetahui makna dalamalsistiah yang digunakan

*Ibid hal 297
% Yudha Bhakti Adhiwisastr&enafsiran dan Konstruksi Hukuslumni, Bandung, 2008, hal. 9.
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dalam klausula-klausula kontrak dapat ditafsirkataua dijelaskan dengan
menguraikannya menurut bahasa umum sehari-ham geEmjelasan Undang-
undang. Hal ini berlaku juga dalam pemaknaan asas-gerjanjian yang
digunakan dalam penulisan ini.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitamatif ini, diuraikan
dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disafllaéaam penulisan yang lebih
sistematis guna menjawab permasalahan yang teiamuskan. Cara pengolahan
hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesilan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap suatuapalaman konkret yang

dihadapi®’

F. DEFINISI KONSEPTUAL

a. Penerapan adalah suatu penggunaan asas-asasigergaigm kontrak antara

f.

pemain dan Persik Kediri.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yangemiean kebebasan untuk
para pihak dalam membuat suatu kontrak, dalamrgd@main dengan Persik
Kediri.

Asas proporsionalitas adalah suatu asas yang medam keseimbangan antara

hak dan kewajiban yang diperoleh antara pemainateRgrsik Kediri.

. Kontrak adalah kontrak antara pemain dan PersikrKed

Pemain adalah orang yang melakukan perjanjian ub&sknain bola di Persik
Kediri.

Persik Kediri adalah Persatuan Sepakbola IndokessaKediri.

%7 Johnny IbrahimQp.Cithal. 390-393.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam hukum Perjanjian/Kontrak dikenal lima agasnting, yaitu asas
kebebasan berkontrak, asas konsensualisme,pasés sunt servandaasas itikad
baik, dan asas kepribadian. Di samping itu terdedpkpan asas tambahan, yaitu asas
kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimb@mgporsionalitas), asas

kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, eSas&an, dan asas perlindungan.

Dalam penelitian ini, asas-asas yang digunakankuntenganalisis Kontrak
antara Pemain dan Persik Kediri yaitu asas kebabdmakontrak dan asas

keseimbangan (proporsionalitas).

A. PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yantpemiean kebebasan
kepada para Pihak untuk melakukan atau tidak mktak&erjanjian, bebas dengan
siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang ap@ giperjanjikan dan bebas
untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Asasbadan berkontrak menurut
Hukum Perjanjian Indonesia adalah suatu asas yamberikan kebebasan kepada
para Pihak untuf®
Membuat atau tidak membuat perjanjian;
Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan pextyanya;
Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulisidtsan.

apop

*3alim,Op.Cit, hal.9
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Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menukumhyerjanjian indonesia

adalah®®

. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat penpanii
. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingimbuat perjanjian.

. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa g@arjanjian yang

dibuatnya.

. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.

. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentndang-undang yang
bersifat opsional.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup asas kehebberkontrak tersebut,

jika dikaitkan dengan kontrak yang dibuat maka:

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanan

Setiap orang bebas untuk membuat atau tidak mendust perjanjian,
perjanjian dibuat berdasarkan suatu kebutuhan gaimgg menguntungkan antara
kedua belah pihak. Mengenai hal ini, para Pihakgyada dalam perjanjian
berhak untuk membuat suatu perjanjian yang dimaasudntuk mengikat antara
kedua belah Pihak dalam melaksanakan hak atas ikewajari masing-masing
Pihak, serta menyetujui seluruh kebutuhan yangridikegn dalam menunjang
kegiatan atau pekerjaan yang akan diperjanjikaebert.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebadiadu, sehingga yang
menjadi titik tolak kebebasan berkontrak adalaheképgan individu sendiri.
Sehingga dapat dipahami bahwa kebebasan individonbeekan kebebasan

untuk berkontrak. Sehingga salah satu Pihak bedmatkk tidak menerima

% Sutan Remi SjahdeinDp.Cit, Hal. 147
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Kontrak yang diadakan, jika Kontrak yang dibuatada kurang efisien dalam
pelaksanaannya. Kata “sepakat” merupakan salahbseatuk bahwa para Pihak
telah membuat suatu perjanjian, yang berarti teleetujui atas isi, bentuk,
ataupun akibat yang timbul atas perjanjian yangatitersebut.

Dalam Kontrak yang diselenggarakan oleh Persik Kemiemang tidak
disebutkan jika para Pihak bebas untuk membuat ateak membuat suatu
perjanjian, tetapi hal ini bukan berarti kebebapara Pihak tidak diakui dalam
membuat atau tidak membuat suatu Perjanjian. Dehkgarirak tertulis yang
dilakukan antara Pemain dengan Persik Kediri merkian adanya kebebasan
para Pihak untuk membuat suatu Kontrak, dimana panak telah membuat
suatu Kontrak dengan bukti adanya suatu tandatargah para Pihak.
Tandatangan para Pihak merupakan salah satu vatgsdadanya kesepakatan
diselenggarakan Kontrak. Maka, hal ini menunjukléa telah diterapkannya
rumusan asas kebebasan berkontrak untuk melakukéun gerjanjian.

Meskipun Perjanjian yang dibuat adalah Perjanjiakub para Pihak yang
terdapat dalam Perjanjian harus menaati isi dajafean yang telah dibuat. Para
Pihak yang telah menandatangani Perjanjian menkajukika para Pihak
menyetujui isi Kontrak yang ada, sehingga Kontrakg/ada telah mengikat para
Pihak dalam hubungan kontraktual. Pembuatan Kontlgh Persik Kediri
menunjukkan jika para Pihak bebas untuk membuatusBarjanjian. Namun
dalam prakteknya tak jarang perjanjian baku yarmmat lebih menguntungkan
salah satu Pihak saja khususnya Pihak yang memKoatrak, hal ini

menunjukkan dominasi Pihak pembuat Perjanjian lebikrkuasa dalam
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pembuatan Perjanjian. Dengan adanya hal terselméalp@an asas kebebasan
berkontrak dalam arti sepenuhnya harus dipahanhi Bleak pembuat Kontrak

baku dalam hal ini adalah Persik Kediri selaku Rip@mbuat Perjanjian.

. Kebebasan para pihak dengan siapa ia mengadakan ganjian

Setiap individu bebas untuk menyelenggarakan Kkntigngan Pihak
manapun, dimana Pihak tersebut dianggap berkompidaéam terlaksananya
suatu aktivitas yang diperjanjikan dalam Kontrakikbkdin Perjanjian Indonesia
yang menganut suatu sistem terbuka, memperbolelekiaadap siapa saja untuk
melakukan Perjanjian dengan pihak manapun, namap terdapat pembatasan-
pembatasan, misal dalam Pasal 1330 KUHPerdatautkseb yang tidak dapat
melakukan Perjanjian hanya Pihak-pihak yang belakag untuk melakukan
Perjanjian, tetapi dalam Pasal 1331 KUHPerdata ghatur lebih jelas, jika
seseorang melakukan Perjanjian dengan Pihak yatak tcakap dianggap
Perjanjian yang dibuat adalah sah sepanjang tidakRahak yang melakukan
pembatalan terhadap Perjanjian yang dibuat.

Klub dalam hal ini Persik Kediri yang merupakandkilpertama bebas untuk
melakukan Perjanjian dengan Pihak manapun, misafmg@dah Pemain yang
merupakan Pihak kedua. Klub bebas untuk mengadekatrak dengan Pemain
lokal ataupun Pemain asing ataupun agen pemain ryemgpakan penghubung
antara Pemain dengan Klub. Secara sederhana, lssipeBdub terlihat ketika
Persik Kediri mengadakan penyeleksian Pemain, dinfaoses seleksi dapat

diikuti oleh masyarakat umum, peserta seleksi tidaéntukan oleh salah satu
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pihak (misal Pemerintah Daerah). Kemudian Pemaiyg ydinilai berkompeten
dan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan gaupkan oleh Persik
Kediri yang akan dipilih untuk melakukan penandgtan Kontrak. Hal inilah
merupakan wujud jika Persik Kediri bebas untuk naeladgzan kontrak dengan
Pihak manapun. Dan para Pemain yang dipilih setelahgikuti seleksi juga
bebas untuk menolak atau menerima Kontrak yangildaj oleh Persik Kediri,
tanpa ada suatu paksaan.

Klub juga bebas untuk menentukan dengan siapa iakomen kontrak
dengan sponsor manapun. Klub dalam mengatur maeajpemain tidak hanya
saja dilakukan oleh klub sendiri, dana pembiayaamdn juga didapat Klub dari
pihak sponsor yang mau bekerjasama dengan Klulh Bé&whak untuk memilih
sebanyak-banyaknya jumlah sponsor yang akan bsekemm dengan Klub.
Kerjasama yang dilakukan Persik Kediri dengan spoesponsornya tidak
dengan perkataan saja, tetapi juga dengan Pernaggaag dibutuhkan untuk
mengikat kegiatan kerjasama kedua pihak. Rumusas lkebebasan berkontrak
dalam hal para Pihak bebas untuk melakukan hubukgamnaktual dengan Pihak
manapun terpenuhi dalam Kontrak Persik Kediri.

Setiap kontrak yang dibuat harus terdapat idenjas dari para pihak yang
melakukan kontrak sebagaimana terdapat pada peodahkontrak. Identitas
yang jelas tersebut dimaksudkan agar kontrak yalbgatl tidak diingkari oleh
para pihak yang tercantum jelas identitasnya pamdr&k. Selain itu, dengan
adanya identitas yang jelas dari para pihak makadiaa kewajiban para pihak

jelas-jelas dilakukan oleh para pihak yang bersatagk
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Sebagai contoh dalam Kontrak Pemain dengan Pemsilirikkebebasan Klub
untuk mengadakan Perjanjian terhadap Pemain dajtanjukkan pada
pendahuluan Kontrak yang berbunyi:

“Kontrak pemain ini (selanjutnya disebuPérjanjian”) dibuat di Kediri dan

ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 1 Dese2bEt oleh dan antara:

1. PT Padang Minang Sportindo suatu Perseroan Terbaiag didirikan
berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kg€gerseroan”) selaku
pengelola KlubPersik Kediri dalam hal ini diwakili secara sah oleéh
Sunardi, MM dalam kedudukannya seba@ztO dari dan bertindak untuk
dan atas nama Perseroan (untuk selanjutnya disebagai Klub” ); dan

2. (pemain) Warga Negara Indonesia, lahir@npasarpada tanggal9 Maret
1976 selaku pemegang KTP Nomér7101190376000yang mempunyai
alamat didusun Gemeh desa Daeh Piri Kangin kec. Denpasar Barkota
Denpasar(untuk selanjutnya disebut sebagaemair’).

Pencantuman identitas dalam Kontrak Persik Kedatupakan suatu bentuk
atas kebebasan Klub untuk melakukan Kontrak teghaBamain ataupun
sebaliknya, yaitu Pemain bebas melakukan Kontralgale Persik Kediri. Dalam
Kontrak juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1.8fHufReferensi terhadap
seseorang harus termasuk pencantuman entitas bigtas asosiasi non-
inkorporasi”, hal ini menunjukkan jika Kontrak dapat dilaksanak&rhadap
Pihak manapun asalkan pencantuman identitas glamsuk pencantuman jenis
korporasi ataupun non korporasi yang memiliki Hetgtan atas Kontrak yang

dibuat.
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c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dariperjanjian yang
dibuatnya.

Para pihak dalam melakukan Kontrak berhak atastgeae suatu isi dari
Perjanjian. Hal ini terdapat dalam rumusan Pas20 Ehgka 4 KUHPerdata yang
berbunyi,'Suatu sebab yang tidak terlarangPasal 1320 tersebut memiliki
hubungan dengan Pasal 1337 khususnya mengenaiulkl&otrak yang
berbunyi,”Siatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oletdang-undang,
atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atatertiban umufhn
Berdasarkan rumusan tersebut berarti para Pihaksbehtuk membuat atau
menyusun klausul Kontrak sesuai dengan kebutuhesjahis Kontrak tertentu,
para Pihak berhak untuk menyusun hak dan kewajlkmiuanya sepanjang
klausul yang dibuat tersebut bukan sesuatu yateydaeg dan tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentimgamu

Penggunaan asas kebebasan berkontrak juga digunattalam
penyelenggaraan Kontrak antara Pemain dan PersikriKeamun penerapan
asas kebebasan berkontrak masih terdapat penyidpddgisusnya mengenai
pemaknaan atau arti atas kebebasan berkontrak aai@ak antara Pemain
dengan Persik Kediri. Hal ini dapat dilihat dengalanya kekaburan makna pada
klausula-klausula Kontrak yang dibuat. Walaupunddpat suatu kebebasan
dalam membuat klausul Kontrak, namun tetap pepertiatikan penggunaan arti
kebebasan berkontrak yang sebenarnya.

Beberapa klausul dalam Kontrak antara Pemain deRgasik Kediri yang

menurut penulis masih perlu diperhatikan yaitu:
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1. Penyebutan Nama atau Judul Perjanjian

Pasal 2 angka 2.1 yang berbunyKlub akanmempekerjakan Pemain
sebagai Pemain sepakbola profesional sebagaimargapat dalam syarat
dan kondisi Perjanjian ini". Sedangkan dalam pasal 23 angka 23.7
disebutkan,Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja’.
Jelas berdasarkan kedua pasal tersebut telahitleglaburan makna tentang
Perjanjian kerja, dimana dalam pasal 23 angka [&8ag bahwa Perjanjian
yang dilakukan oleh Pemain dengan Klub bukan méaup#&erjanjian kerja.
Seharusnya Perjanjian yang dilakukan ini merupaeatu Perjanjian kerja
yang menimbulkan suatu hubungan kerja. Hal ini tagauktikan dengan
pengertian hubungan kerja pada Pasal 1 angka langashdang No.13
tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antangupaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yangpougyai unsur pekerjaan,
upah, dan perintah. Hal ini juga diperkuat padap2sngka 2.1 yang tersirat
jika Klub memberikan pekerjaan kepada Pemain atagigekerjaan sebagai
Pemain sepakbola, sehingga Perjanjian yang dikefzrssnya merupakan
Perjanjian kerja.

Klausul lain yang memperkuat jika Perjanjian ini ragakan suatu
Perjanjian kerja terdapat dalam Pasal 20 yang bgiiRara pihak
menegasakan dan mengakui bahwa Perjanjian ini, dek kewajiban yang
diambil para pihak dan jangka waktu yang tetawerefleksikan hubungan
dan karakteristik khusus yang terdapat dalam pekerjaan pemain sepakbola

dan partisipasi pemain dalam pertandingan sepakbsksuai dengan
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peraturan dan para pihak dengan setuju bahwa sé&luhal mengenai
sengketa sehubungan dengan hak dan kewajiban phsek plisini mengacu
kepada peraturan’. Berdasarkan bunyi Pasal 20 tersebut tersirat jika
Perjanjian yang dilakukan oleh Pemain dan Klub mpakan suatu Perjanjian
kerja. dan menimbulkan suatu hubungan kerja yaitbag® Pemain
sepakbola.

Penyebutan nama atau judul perjanjian pada hakgkaterupakan suatu
hal yang penting terhadap penyelenggaran Perjangary dibuat, karena
setiap Perjanjian yang dibuat memiliki implikasikbm tersendiri terhadap
para Pihak yang terdapat dalam Perjanjian. Judgamjian tersebut harus
sesuai dengan isi atau obyek dari Perjanjian yabgatd Meskipun dalam
Perjanjian yang dibuat oleh Persik Kediri disebioritrak Pemain”, namun
judul dari Perjanjian yang dibuat tersebut kurangnumjukkan isi atas
Perjanjian yang dibuat, karena menurut peneliti gyatisebut sebagai
‘pemain” bukan hanya Pemain sepakbola saja. Menpereliti judul
Kontrak yang dibuat hendaknya “Kontrak Kerja Penta@pakbola”, sehingga
Kontrak yang dibuat tersebut jelas sebagai KonRaknain sepakbola yang
hak dan kewajiban dalam Kontrak tersebut juga mekéan hak dan

kewajiban sebagai Pemain sepakbola.

. Penyebutan Judul Pasal
Judul Pasal dalam klausul Kontrak merupakan petamlatas isi Pasal

yang dibuat. Jika judul Pasal tersebut mengaturakban Pemain maka isi



80

dari Pasal tersebut juga memperinci kewajiban-kidanjyang harus ditaati
oleh Pemain. Dalam Pasal 1 angka 1.2 disebuthadiil Pasal dalam
Perjanjian ini adalah untuk memudahkan saja darakidnembatasi atau
dengan cara lain mempengaruhi setiap syarat atdarkaan dari Perjanjian
ini”. Menurut pendapat peneliti, judul Pasal yang dilhaatis sesuai dan jelas
dengan maksud atas klausul yang ada dalam penjaPasal, bukan hanya
untuk mempermudah dalam penyebutan tetapi jugakumtempermudah
Pihak kedua untuk mengetahui isi Kontrak secars ¢pmsar. Jika judul Pasal
hanya dimaksudkan untuk mempermudah saja, dikhdaatijika Pihak
pembuat Kontrak membuat klausul-klausul yang béatezan dengan maksud
pembuatan Kontrak, sehingga Kontrak yang dibudaanan dengan judul

Kontrak ataupun obyek Kontrak yang telah diperjamji

. Kebebasan Pemain dan Klub untuk Menentukan Halkeéarajiban

Dalam Pasal 3 mengenai Kewajiban Pemain pada angka
disebutkan,Pemain menyetujui ketika ditunjuk oleh pengurus Klub yang
berwenang...” Pada rumusan tersebut menunjukkan jika tidak adaldasan
terhadap Pemain untuk menentukan kewajiban yangasdmgi Pemain,
malinkan Pemain harus menyetujui terhadap kewajPamain yang telah
tercantum dalam Kontrak. Terlepas dalam hal inlad&ontrak baku yang
dibuat, tetapi dalam hal kewajiban lebih tepat jlaga “menyetujui” tersebut
diubah dengan kata “berkewajiban”, sehingga Penpelss jika terdapat

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemain delamrak yang dibuat.
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Dalam Pasal 4 mengenai Kewajiban Klub angka 4.kbdisKlub
dapat...”. Menurut peneliti, kata “dapat” merupakan penurgtéku kata yang
mewakili mengenai hak bukan kewajiban. Seharusya fdapat” tersebut
diubah dengan kata “berkewajiban”, sehingga makrsebut jelas mewakili
isi jika dalam Pasal 4 angka 4.1 merupakan kewajilb. Tetapi dalam
Pasal 4 angka 4.1 yang seharusnya merupakan kawd{ilob terdapat pula
suatu klausul yang menurut peneliti merupakan kiaysng cenderung
mengenai hak Klub vyaitu dalam huruf h yang berbtiMglakukan
pemotongan dari remunerasi Pemain apabila diotwiszsleh Pelatih secara
tertulis atau dalam sebuah perintah hukunKlausul tersebut cenderung
merupakan perwujudan atas hak Klub untuk melakyleanotongan terhadap
gaji Pemain, bukan merupakan kewajiban Klub atasgb@engan gaji Pemain
tersebut.

Kedua Pasal tersebut menunjukkan tidak adanya ksbabberkontrak
sehingga makna yang terkandung didalamnya mengulirk Ketidakjelasan
makna yang ada dalam Kontrak menyebabkan para PElitya&t melakukan
penafsiran yang berbeda-beda terhadap Kontrak d#ngt, sehingga hal
inilah yang menyebabkan terjadinya suatu isu hukany terjadi akhir-akhir
ini yaitu mengenai masalah pembayaran gaji Pemang ymengalami
keterlambatan.

. Kebebasan Pemain untuk Bersedia Terhadap Pemin@hearKlub Lain
Pasal 10 dalam Kontrak pemain yang berburigiub dan Pemairharus

saling setuju untuk meminjamkan Pemain kepada klub lain, bendasa
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peraturan klub dan liga”. Berdasarkan rumusan tersebut memang
menunjukkan jika penerapan asas kebebasan berkgatita dari makna yang
sebenarnya, bahkan dapat dikatakan jika dalam Wlateysebut tidak
mencerminkan suatu kebebasan dalam berkontrak. r&slya proses
peminjaman Pemain dapat dilakukan jika pihak-piyakg terlibat dalam
proses peminjaman menyetujui adanya peminjaman.

Dalam hal ini Pihak Pemain dirasa tidak mendapatievebasan untuk
memberikan opini atau suatu alasan untuk tidakelogasmelakukan proses
peminjaman, melainkan Pemain dipaksa oleh Klub kunnelaksanakan
proses peminjaman Pemain di Klub lain. Mengenaisgsopeminjaman
tersebut, seharusnya dapat diatur dengan suatanianj lain yang nantinya
sesuai dengan keadaan Pemain untuk dapat dilakgmaimjaman atau tidak.
Sebagai suatu saran dari peneliti untuk memperldeakisula kontrak yang
lebih mencerminkan adanya asas kebebasan berkont#ld jika kalimat
“harus saling setuju” diperbaiki dengan kalimat lifsg setuju” sehingga
klausul Kontrak tersebut berbunyfub dan Pemainsaling setuju untuk
proses peminjaman Pemain kepada Klub lain, berdasamperaturan Klub
dan Liga”. Sehingga asas kebebasan berkontrak dapat terceaaé@nklausul
yang mengatur mengenai peminjaman Pemain pada l&iab walaupun
Kontrak yang dibuat ini merupakan Kontrak baku, oarantuk hal lain dapat

diatur dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan Ktab Pemain.



83

5. Kebebasan Pemain untuk Memilih Penyelesaian Seagket

Mengenai masalah wanprestasi yang menjadi suatpeisepakbolaan di
Indonesia akhir-akhir ini, perlu juga untuk memgikan isi Perjanjian yang
dibuat Pemain dengan Klub yang dipertimbangkan pelagan aturan yang
berlaku bagi sepakbola, khususnya yang membahagemanpenyelesaian
sengketa yang terjadi antara Pemain dengan Klub.

Usaha pertama yang dapat dilakukan jika salahRi&ak merasa terdapat
penyimpangan Kontrak, misalnya mengenai pembaygapiyang akhir-akhir
ini menjadi isu hangat sepakbola di Indonesia, pédatrak Persik Kediri
disebutkan dalam Pasal 16 mengenai penyelesaiahdelaitu:

16.1 Dalam hal terjadinya suatu keluhan, setiap pihakndeknya
menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;

16.2 Apabila tiap pihak tidak dapat menyelesaikan ketulb@rsebut, maka
tiap-tiap pihak dapat menyampaikan keluhan tersedaiam rangka
penyelesaian melalui prosedur keluhan;

16.3 Ketika pemain merasa bahwa terdapat penyimpangantrddo aatu
kondisi bermain, maka pemain dapat mengikuti pros@e&nyampaian
keluhan sebagai berikut:

a. Jika pemain yang ditemukan telah melanggar aturab klan atau
liga, maka klub akan memulai investasi tanpa praggandengan
memberikan pemberitahuan tertulis 14 hari kepadage;

b. Selama 14 hari, jika penyelidikan membuktikan bahvesmain

bersalah, maka pemain akan dikenakan tindakan lchgipoleh klub



84

(yang harus disetujui oleh liga sebelum eksekuesngyjuga dapat

mengakibatkan pemutusan kontrak;

. Pemian yang tidak puas, dapat mengikuti prosedurygepaian

keluhan berikut:

(i) Pemain akan menulis secara resmi kepada menajerkkirin
dalam waktu 7 hari dari tanggal pengaduan. Manajer harus
menjawab dalam waktu 7 hari sejak diterimanya steegebut;

(i) Jika keluhan masih belum bisa diselesaikan secaaenad,
pemain akan menulis secara resmi kepada ceo kitédabe7
hari dari surat pertama atau pemberitahuan atauashalwaktu 7
hari setelah menerima jawaban dari manajer tim. Geous
menjawab dalam waktu 14 hari sejak diterimanya hkaiu
tersebut;

(i)Jika pemain masih belum puas dengan keputusam, maka
pemain secara resmi dapat mengajukan banding kepadate
status pemain pssi dalam waktu 7 hari setelah ne@er
jawaban dari ceo;

(iv) Keputusan dari komite status pemain bersifat final;

(v) Pemain yang tidak puas terhadap hal tersebut dapatgajukan
permohonan umtuk meninjau kembali keputusan tetdepada
baki dengan biaya sendiri dimana keputusannya haersifat

final.
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16.4 Keluhan harus disampaikan dalam waktu dua tahuaksseplah satu
pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui hselber;

16.5 Prosedur keluhan adalah termasuk arbitrase yanglfimengikat dan
adil di bawah peraturan badan arbitrase keolahragaadonesia;

16.6 Pemain yang memiliki keluhan dapat diwakili olethgk dari atau
seseorang yang ditunjuk oleh appi untuk setiap paha dari
penyelesaian keluhan

Selain itu dalam Kontrak yang dibuat antara Perdaitgan Persik Kediri,
juga diatur dalam Pasal 21 mengenai Arbitrasipuyait

21.1 Dalam hal terjadi sengketa, perselisihan, dan k&ndliantara para
pihak sehubungan dengan perjanjian ini, maka setagheerselisihan
atau konflik tersebut akan diselesaikan secara mawayah untuk
mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puhuar).

21.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ejian ini
perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan iseaausyawarah
mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesagikaselisihan
tersebut melalui baki yang keputusannya bersifel fi

Ketika Klub dengan Pemain terdapat suatu sengketajalan pertama
yang harus dilakukan adalah melakukan penyelessagketa dengan cara
kekeluargaan yaitu musyawarah mufakat, lalu jikakiterjadi penyelesaian
perselisihan dengan musyawarah mufakat maka disledes melalui BAKI

(Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) yang nadap badan yang

didirikan oleh PSSI dibawah Kontrak Pemain dan feeaa Liga untuk
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mendengar keluhan dan sengketa yang menyangkutifPdoga dalam

keadaan yang dianut oleh Kontrak Pemain. Jadi tgkpdi keterlambatan
penyelesaian gaji yang merupakan masalah utamandilab sepakbola
maka permasalahan tersebut dengan jalan musyawanddra Pihak
Manajemen Klub dengan Pemain yang kemudian jikealahgersebut tidak
diselesaikan maka usaha terakhir yang dapat disakaklalah melalui BAKI.
Hal ini sama dengan penyelesaian keluhan dalaneguoskeluhan, dimana
tidak disebutkan jika Pihak yang merasa terdapatyipgpangan Kontrak
dapat menyelesaikan permasalahan tersebut mekahbaga Peradilan.

Jika dilihat dalam keadaan yang sebenarnya, pesajale masalah ini
kurang efisien bagi kedua belah Pihak. Penyelesaasyawarah mufakat
selalu dilakukan oleh Pemain namun hasil yang d@itdateh Pemain selalu
tidak memuaskan, dimana Klub selalu memberikani jagnyelesaian
pemenuhan gaji selama jangka waktu tertentu, tetef@lah jangka waktu
yang telah disepakati gaji yang menjadi hak Penmersebut belum juga
terselesaikan secara baik. Usaha lain yang dilakydara Pemain dalam
penyelesaian sengketa yang terjadi dengan Klulu y@@main melakukan
negosiasi dengan Chief Executive Officer (CEO) nesrag penyelesaian
pembayaran gaji, namun hasil yang didapat oleh Pepum tetap janji-jan;ji
dari pihak CEO untuk segera menuntaskan pembaygaanPemain juga
telah melakukan upaya demo di depan kantor SelaetRersik Kediri,
namun tetap usaha yang dilakukan juga masih rfiilhan terakhir yaitu

dengan melakukan Terminasi Kontrak, dimana Pemairydn mendapatkan
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sebagian dari hak pemain tidak sepenuhnya gaji hahgn dibayarkan akan
diterima oleh Pemain. Oleh karena itu, penyelesasangketa secara
musyawarah mufakat inilah dirasa kurang efisien kiamang adil bagi para
Pemain.

Dalam Peraturan PSSI pun, telah disebutkan jikeyglesaian sengketa
yang terjadi antara Pemain dengan Klub adalah dergea kekeluargaan
yaitu musyawarah mufakat, yang kemudian jika tidakselesaikan akan
melakukan penyelesaian melalui PSSI yang kemudien mediasi yang
dilakukan oleh PSSI tetap tidak dapat menyelesakagketa, maka sengketa
dilakukan penyelesaian melalui BAKI yang merupakesputusan yang
bersifat final. Dalam peraturan ini juga disebutk@ia penyelesaian sengketa
yang harus dilakukan tidak boleh ditempuh melakmbaga Peradilan.

Kebebasan Pemain untuk menentukan penyelesaiarkesanmi yang
belum terdapat dalam Kontrak, walaupun pada dasapgynbuat Kontrak
dalam Kontrak baku berhak untuk menentukan prosegglesaian sengketa
yang akan terjadi. Namun penyelesaian sengketa gamaga belum adil bagi
Pemain inilah, yang seharusnya lebih dipertegasbkéndalam klausul
Kontrak yang dibuat, sehingga isu-isu yang terfaéngenai keterlambatan
pembayaran gaji yang memiliki penggaruh dalam lgabaspek, seperti
aspek ekonomi, kesehatan, ataupun kesejahterazairPéapat terselesaikan.

d. Kebebasan Untuk Menentukan Obyek Perjanjian
Obyek perjanjian adalah suatu hal yang diperjanji#@alam Perjanjian yang

dibuat. Para pihak yang akan melaksanakan sug@npan memiliki kebebasan
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untuk menentukan suatu hal yang diperjanjikan. ®Ipggjanjian biasanya saling
terkait dengan nama dari perjanjian yang dibuaetaut, misalnya perjanjian jual
beli rumah, jelas dalam perjanjian tersebut yangjatk obyek atas perjanjian itu
adalah bangunan rumah.

Dalam Kontrak ini yang merupakan obyek atas Peganpdalah suatu
pekerjaan sebagai Pemain sepakbola, hal ini terddglam pasal 2 angka 2.1
yang berbunyiKlub akan mempekerjakan Pemain sebagai Pemain befsmk
profesional sebagaimana terdapat dalam syarat dandisi Perjanjian ini"
Berdasarkan klausul tersebut dapat diketahui jikgek atas Perjanjian yang
dibuat adalah pekerjaan sebagai Pemain sepakludtsmamal.

Adanya obyek Perjanjian yang disebutkan secara galupun tersirat dalam
judul Perjanjian, memiliki dampak positif terhad&fausul-klausul Perjanjian
yang dibuat. Klausul-klausul Perjanjian menjadagebembagiannya, terutama
pembagian hak dan kewajiban yang terdapat pada péamak sehingga

ketimpangan hak dan kewajiban dapat terhindari aleisgndirinya.

. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian

Para pihak dalam berkontrak bebas untuk menentodatuk Perjanjian yang
disepakati, baik Perjanjian dalam bentuk lisan &aiwlis ataupun dalam bentuk
tunggal maupun jamak. Pada Perjanjian baku bentelamjian senantiasa
menggunakan perjanjian tertulis yang biasanya tdiabat oleh Pihak pertama
dalam Perjanjian. Dalam peraturan PSSI nomor 0FPBGVI/2011 Pasal 3

disebutkan,Setiap Pemain, diharuskan memilikiontrak/perjanjian kerja
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tertulis dengan Klub masing-masing dengan waktu kontrajdpgan kerja
minimal 1 (satu) tahun” Pemain dan Klub tidak bebas menentukan bentuk
perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian testuditau perjanjian lisan,
melainkan perjanjian yang digunakan antara Pemamkdub adalah perjanjian
tertulis.

Penggunaan perjanjian tertulis tersebut dikuatkagi dalam Pasal 19
berbunyi,’Kontrak/Perjanjian Kerja antara Klub dengan Pemaising, harus:
ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dahaBa Inggris”.
Selain itu dalam Pasal 19 disebutkan p@agdala hak dan kewajiban yang telah
dituangkan secaraertulis pada Kontrak/Perjanjian Kerja harus dipenuhi oleh
masing-masing Pihak sampai dengan berakhirnya mesatrak.” Pasal 20
secara tersirat juga menunjukkan jika kontrak ydimuat harus tertulisKlub
yang bersangkutan harus menyediakan semua fasyigag telah disepakati
bersama secardertulis dalam Kontrak/Perjanjian Kerja, termasuk kewajiban
menyediakan tiket pergi/pulang dari/ke Negara agamain.” Bahkan dalam
Kontrak yang dibuat dengan Pemain Asing atau agemakh juga harus
menggunakan Kontrak tertulis, bukan menggunakantrgknlisan. Klub pun
mempunyai kewajiban pokok yang tertulis dalam Kaktuntuk menyediakan
tiket pergi/pulang ke Negara asal Pemain.

Berdasarkan Peraturan PSSI tersebut bentuk Kogtma§ harus dibuat oleh
Pemain dan Klub haruslah Kontrak tertulis, bukamt&ak yang dibuat secara
lisan. Jadi, mengenai kebebasan bentuk perjamjiarmdak diakui kebebasan para

pihak untuk menentukan kebebasan bentuk Kontrag g&an dibuat, melainkan
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Pemain atau Klub harus membuat Kontrak tertuli@mamelakukan hubungan

kontraktual antar keduanya.

Terlepas mengenai pengertian dan ruang lingkup lkedasbasan berkontrak,

maka asas kebebasan berkontrak dapat ditinjauldarsudut, yaitd®

a. Arti materiil
Kebebasan berkontrak dalam arti materiil adalahwbakita memberikan
kepada sebuah persetujuan setiap isi atau substangi dikehendaki, dan
bahwa kita tidak terikat pada tipe-tipe persetujuartentu. Pembatasan-
pembatasan terhadap persetujuan hanya dalam bkatektuan-ketentuan
umum, yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harugpalean sesuatu yang
halal dan menerapkan bentuk aturan-aturan khusmsp® hukum memaksa
bagi jenis-jenis persetujuan tertentu.

b. Arti formil
Kebebasan berkontrak dalam arti formil yaitu sebymnsetujuan dapat
diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada pnyaidi sini tidak ada

persyaratan apapun tentang bentuk, persesuaianan¢genkehendak.
Kesepakatan para pihak saja sudah cukup.

Jika dilihat dalam sudut pandang kebebasan beddormtalam arti materiil,
Kontrak Persik Kediri belum menunjukkan jika komiraersebut sudah
menerapkan asas kebebasan berkontrak, dimana phek RBdak dapat
menyalurkan kehendak untuk menentukan isi atauskhldari Perjanjian yang
dibuat. Ketentuan-ketentuan umum yang ada dalanfarifien ini memang
memerlukan ketentuan-ketentuan khusus yang memgatlagi.

Dalam kontrak pemain dengan persik kediri dimisalkamengenai prosedur
disiplin dan denda, yang dicantumkan dalam pasahgka 6.2 huruf a yang

berbunyi, lenda yang diatur dalam lampiran’,lberarti dalam kontrak yang

19 johannes Ibrahim dan Lindawaty Se@p, Cit, hal. 99-100
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dibuat tersebut hanya pembatasan-pembatasan umjanyasag dilakukan,
selebihnya untuk pembatasan yang lebih khusus atkah dalam peraturan
selanjutnya namun tetap memiliki kesatuan dan It@rkantara satu sama lain.

Tetapi jika dilihat berdasarkan arti materiil as@bebasan belum terpenuhi
dalam Kontrak Persik Kediri, karena para Pihak Kiddapat memberikan
kehendak masing-masing secara bebas dalam penddauesnl Kontrak. Pihak
Pemain hanya diperlukan untuk menyetujui kalusulgygelah ada yang dibuat
oleh Pihak Pertama yaitu Klub.

Sedangkan jika dilihat dalam sudut pandang kebebasgontrak dalam arti
formil, perjanjian tersebut sudah menunjukkan ji@rjanjian tersebut sudah
menerapkan asas kebebasan berkontrak, dimana leréaksas konsensualisme
menurut hukum Perjanjian Indonesia memantapkan yadasas kebebasan
berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu Piha§g gg@mbuat Perjanjian, maka
Perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Asas iemimerikan informasi bahwa
suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejap#enya kata sepakat diantara
para Pihak dalam Perjanjian tersebut. Asas konaéssie yang terdapat dalam
Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan PRidwak untuk saling
mengikatkan diri terhadap Perjanjian yang dibuahisgga Kontrak yang dibuat
dianggap telah memenuhi rumusan mengenai kebelteskantrak, khususnya
mengenai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak kebebasan untuk
membuat atau tidak membuat perjanjian.

Ditinjau berdasarkan arti formil memang Kontrak gahlakukan oleh Persik

Kediri telah memenuhi rumusan asas kebebasan kHeskomlengan tolok ukur
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yaitu adanya kata sepakat antara kedua Pihak yerkgrirak. Penggunaan kata
sepakat yang merupakan tolok ukur menunjukkan bakedua Pihak telah
menyetujui Kontrak yang dibuat dan mengikatkanngai terhadap seluruh isi
Kontrak tersebut. Ditunjukkan dengan adanya tamgga dari para Pihak yang
berkontrak (pemain dan klub) merupakan suatu bogdiwa kedua Pihak telah
bersepakat terhadap Kontrak yang ada. Tetapi jikeatidalam arti materiil asas
kebebasan berkontrak belum terpenuhi dalam konteailg dibuat oleh Persik
Kediri, karena belum adanya kebebasan penyampatznklak para Pihak dalam
berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama ddajmnjian selalu
memiliki hubungan atau keterkaitan dengan asastasadermasuk dengan asas
proporsionalitas, terutama dalam menentukan hubungdanya kebebasan

dengan keseimbangan hak dan kewajiban para Pihak.

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS (KESEIMBANGAN)
DALAM KONTRAK ANTARA PEMAIN DENGAN PERSIK KEDIRI

Pemaknaan asas proporsionalitas dan asas kesemmbaiga terdapat perbedaan

pendapat dari Para Ahli mengenai penggunaan peraakkedua asas ini. Tetapi

dalam hal ini peneliti menyamakan makna kedua #&sesebut yaitu asas yang

menunjukkan kesetaraan terhadap hak dan kewajibanpdra Pihak. Jadi, yang

menjadi tinjauan dalam asas keseimbangan (propaigias) ini adalah hak dan

kewajiban yang dituangkan dalam klausula-klausubatkak yang dibuat, sehingga

Kontrak yang dibuat tersebut adil bagi para Pitekgyberkontrak.
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Pengelompokan hak dan kewajiban ini, merupakan gdengpokan hak dan

kewajiban utama yang saling berkaitan antara Pentamgan Klub, bukan hak dan

kewajiban yang memiliki kaitan dengan Pihak laimtasuk Pihak ketiga. Hak dan

kewajiban yang terdapat dalam Kontrak Pemain deRgasik Kediri, yang berkaitan

dengan kedudukan Pemain dan Klub dapat dikelompog&&bagai berikut:

1. Kewajiban pemain dan klub

Tabel 4.1
Kewajiban Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara Hardangan Persik Kediri

No.

Pemain

Klub

1.

Pasal 3 angka 3.1, pema

menyetujui ketika ditunjuk ole

pengurus klub yang berwenang:

a.Untuk menghadiri pertandingan;

b.Untuk berpartisipasi pada seti
pertandingan;

c.Untuk menghadiri setiap temp
untuk tujuan dan partisipasi dalg

latihan dan persiapan tindakan atau kelalaian pems

pertandingan;
d.Untuk bermain setiap saat deng
kemampuan dan keahlian;
e.Memberi semua kewenang
yang perlu diberikan pada Kliy
atas catatan medisnya,;
f.Untuk mematuhi dan bertindg

sesuai dengan instruksi yang sah;

g.Untuk bermain sepakbola han
untuk Kklub;

h.Untuk mematuhi  peratura
peraturan dan ketentua|
ketentuan Kklub;

I.Untuk  menyerahkan  sege
pemeriksaan medis yang dimin
oleh Kklub;

j. Pada saat pengakhiran perjanj

niRasal 4 angka 4.1, klub dapat:
na.Segera mengatur pemeriksaan
pengobatan untuk pemain;
b.Menjaga dan memberlakuks
ap polis kesehatan dan keaman
untuk fisik pemain pada saat
at melakukan tugasnya;
nc.Klub akan bertanggung jawab at

dalam kinerja yang sah dan lay
andalam  bermain atau tua

pelatihannya dibawah perjanjia
an ini membela Pemain terhadi
b setiap proses hukum terhadaprn

sebagai akibat tindakan at
\k kelalaiannya tersebut;

an

ini karena alasan apapun, unfuk

dan

an
an
ia

as
1N
ak
JS
AN
Ap
ya
10
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mengembalikan  kepada klub
setiap properti (termasuk mobil)

Pasal 3 angka 3.3, pemaiRasal 4 angka 4.2, klub dilarang

menyetujui bahwa ia tidak akan: | tanpa persetujuan tertulis terlebih

a Melakukan atau terlibat dengamlahulu dari pemain untuk:

kegiatan atau latihan apapuaMenggunakan atau membuka |isi

yang akan melanggar, dari laporan medis atau informasi

b Ketika bermain atau latihan medis yang menyangkut pemain;
]

menggunakan sesuatu yangMengambil, menggunakan atau
membahayakan dirinya sendiri mengizinkan untuk menggunakan

atau orang lain; foto dari pemain untuk tujuan

¢ Mengambil atau terikat dengan apapun kecuali yang diperbolehkan
hubungan kerja lainnya; berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 5 Pasal 6 angka 6.1

5.1Pada saat bermain pemaiDalam pengikatan ini klub wajip
harus: membayar remunerasi dan
a Hanya memakai seragam klubnenyediakan manfaat-manfaat (jika
dan ada) kepada pemain seperti yang

bTidak menampilkan setiapdiatur dalam lampran 2;
lencana, tanda, logo, nama
dagang, atau pesan lain;
5.2Pemain dilarang pada
pelaksanaan perjanjian ini untuk
melakukan promosi, kecudli
diperjanjikan lain;
5.3Pemain dengan ini memberikan
hak kepada klub untu
mengambil foto.

Pasal 7 angka 7.1

Setiap cidera terhadap atau penyakit atas pemaijb vwBlaporkan
secepatnya oleh pemain atau orang lain atas namaimpéeersebut kepada
klub dan klub wajib menyimpan rekaman cidera aenypkit pemain;

Pasal 7 angka 7.

Klub wajib membayar kepada

pemain sejumlah remunerasi

dibawah ini atas periode berikut:

() Dalam hal seorang pemain
cidera, menerima gaji dasarnya
penuh untuk 6 (enam) bulan
pertama dan setengah unfuk
periode sisanya;

(i) Dalam hal cidera atau penyakit
lainnya, menerima gaji dasarnya
penuh selama 3 (tiga) bulan
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pertama dan setengah unfuk
periode sisanya.
6. Pasal 9

Klub wajib menjalankan prosedur
disipliner bagi pemain, kecuali
dalam ketentuan pasal 12.

9. | Pasal 18

Pemain dan klub di larang untuk memberikan komemmablik atau
pengakuan yang berhubungan dengan lampiran 2.

Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2013

2. Hak pemain dan klub

Tabel 4.2
Hak Pemain dan Klub dalam Kontrak Antara PemairgderPersik Kediri

No. Pemain Klub

1. | Pasal 3 angka 3.2 Pasal 2 angka 2.1
Pemain memiliki hak untukKlub akan mempekerjakan pemain
mendapatkan opini kedua damgebagai pemain sepakbola

penasihat medis independen. Biayaofesional sebagaimana terdapat
untuk opini kedua ini akan dibagdalam syarat dan kondisi perjanjian

sama rata oleh kedua belah pihak.ini.

2. | Pasal 13 Pasal 4 angka 4.1 huruf h
Pemain berhak untuk mengakhimielakukan pemotongan dari
perjanjian apabila klub gagal untukemunerasi pemain apabila
membayar setiap remunerasi yargjotorisasi oleh Pelatih secha

terhutang kepada pemain selamartulis atau dalam sebuah perintah
periode 30 (tiga puluh) hari. hukum.
3. |Pasal 14 Pasal 8
Pemain berhak atas 12 (dua belaBplam hal:
hari libur dibayar sebagaimand&. Pemain akan mengalami

diatur oleh klub ketidakcakapan permanen; atau
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B. Pemain telah mengalaarri
ketidakcakapan dari bermajn
dalam periode (berturut-turit
atau keseluruhan) 6 (enam) bulan
selama periode 12 (dua belas)
bulan;

Klub memiliki hak untuk

memberikan pemberitahuan kepada

pemain untuk mengakhiri perjanjian

ini.

Pasal 15 Pasal 11 angka 11.4

Dalam setiap prosedur disiplineKlub memiliki hak untuk mengamb
pemain berhak untuk ditemani oletindakan bagi pemain yang terbukti
atau diwakili oleh kapten klubnyabersalah terhadap praktik doping.
atau delegasi APPI dan/atau pejapat

APPI.

Pasal 12
Klub berhak untuk mengakhifi

pekerjaan pemain tanpa kompensasi
apapun dengan 14 (empat belas) hari
pemberitahuan  tertulis kepada
pemain, jika pemain:
aBersalah melakukan perbuatan
tercela
b Gagal mengindahkan peringatan
tertulis akhir yang diberikan
berdasarkan ketentuan lampiran (1;

¢ Menjadi terpidana atas
pelanggaran atau kejahatan pidana
dimana hukumannya terdiri da
hukuman penjara 6 (enam) bulan

-
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atau lebih (yang tida
ditangguhkan); dan
d Ketika pengakhiran perjanjian ini

A

oleh klub menjadi efektif, klulp
wajib segera melepaskan registrasi
pemain;

e Terjadi force majour.

Sumber: bahan hukum primer, diolah, 2013

Pengelompokkan hak dan kewajiban antara Pemainadektub dimaksudkan
untuk mempermudah peneliti dalam menyampaikan siagheneliti mengenai hak
dan kewajiban berdasarkan asas proporsionalitasei(keangan), karena asas
proporsionalitas lebih menekankan terhadap keseigara hak dan kewajiban.
Pembagian hak dan kewajiban sebatas mengenai kewajang harus dipenuhi oleh
Pemain dan Klub ataupun hak yang harus diterimia B&main dan Klub. Pembuatan
Kontrak Baku dalam klausul-klausulnya memang mendgakan
ketidakseimbangan Kontrak antara Pemain dengankR&diri, sehingga hubungan
kontraktual yang dilaksanakan menunjukkan ketidaksangan kedudukan antara
Pemain dengan Persik Kediri. Adanya ketidakseimgdantersebut, peneliti
mencoba untuk mengimplementasikan asas proporgeséteseimbangan) terhadap
Kontrak yang dibuat. Terlepas jika klausul yangeudiitkan dalam Kontrak yang
dibuat oleh Persik Kediri adalah Perjanjian baku.

Penerapan asas proporsionalitas dalam Kontrak y@lab dibuat oleh Persik
Kediri, jika ditinjau berdasarkan:

a. Jumlah Hak dan Kewajiban
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Jika ditinjau berdasarkan jumlah hak dan kewajiatara Pemain dan Klub,
penerapan asas proporsionalitas belum sesuai panenga dengan hakekat asas
proporsionalitas. Perbandingan jumlah kewajiban &ernerbeda dengan jumlah
kewajiban Klub, jika dilihat berdasarkan poin-pailalam Pasal- pasal yang
mengatur kewajiban Pemain dan Klub secara keseuarytermasuk dengan
Pihak lain), maka kewajiban Pemain diketahui belm30 (tiga puluh)
kewajiban, sedangkan kewajiban Klub berjumlah IGe belas) kewajiban. Jika
dilihat berdasarkan jumlah hak dan kewajiban yampshrkan khusus pada
hubungan Pemain dan Klub, maka kewajiban Pemaimdafp 18 (delapan belas)
kewajiban dan jumlah kewajiban Klub sejumlah 10 p@eh) kewajiban.
Perbedaan jumlah kewajiban Pemain dan Klub inil@ngy menunjukkan
ketidakseimbangan kewajiban antara Pemain dan Klub.

Mengenai hak Pemain dan Klub pun terdapat perbedpada Kontrak
diketahui jika hak Pemain sebanyak 4 (empat) hedkaisgkan hak Klub sebanyak
5 (lima) hak. Perbedaan hak Pemain dan Klub ira jognunjukkan tidak adanya
keseimbangan hak antara Pemain dan Klub. Berarfigqagaan asas
keseimbangan dalam Kontrak belum sepenuhnya dipadghal keseimbangan
yang dimaksud adalah terdapat persamaan jumlahdaakkewajiban Pemain
ataupun Klub. Persamaan hak dan kewajiban dimaksuakan terdapat keadilan
dalam posisi Pemain dan Klub, tidak lagi terdapasekjangan antara Pihak
walaupun kontrak yang dibuat merupakan kontrak baku

Penggunaan Kontrak baku oleh klub memang sebagiesarb tidak

menerapkan asas proporsionalitas dalam makna seganaehingga hak dan
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kewajiban dari Pemain dan Klub tidak seimbang (pldéhat dalam jumlah hak
dan kewajiban kedua belah Pihak). Sebagai ilusttaim Kontrak baku yang
dibuat oleh PS. Banyuasin yang menunjukkan, jikagfdan Pemain sejumlah
14 (empat belas) kewajiban dan kewajiban Klub sigbné (enam) kewajiban.
Sedangkan mengenai jumlah hak Pemain dan Klub ladalema yaitu sejumlah
satu hak.

llustrasi tersebut menunjukkan jika pembuatan kKt baku akan
memberikan efek ketidakseimbangan terhadap halpatakewajiban salah satu
Pihak. Namun, yang berbeda dalam ilustrasi tersghittht jumlah hak daripada
Pemain dan Klub adalah sama, hal ini berbeda dengantrak yang
diselenggarakan oleh Persik Kediri, yang menunjokkdanya perbedaan hak
antara Pemain dengan Klub.

Pembuatan Kontrak yang tidak sesuai dengan asaporpronalitas
menunjukkan jika terdapat suatu kesenjangan daakpyang kuat terhadap pihak
yang lemah, sehingga suatu keadilan yang menjatii $ujuan utama tidak dapat
terlaksanakan. Ketidakseimbangan hak dan kewagbém Kontrak mendorong
terjadinya suatu klausula yang berat sebelah taphadlah satu Pihak, sehingga

terdapat suatu klausula yang tidak wajar yang patddalam Kontrak.

. Klausul- Klausul Kontrak

Penerapan asas keseimbangan belum sepenuhnygplditerdalam Kontrak
Pemain dengan Persik Kediri, bahkan dalam klauswmganai hak dan kewajiban
tidak disebutkan secara terinci mengenai hak davaejggan Pemain atau Klub.

Selain itu penerapan asas proporsionalitas yamds Sépenuhnya menyebabkan
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adanya suatu kontrak yang memiliki makna yang tigéds dan kabur, sehingga
menyebabkan ketidakjelasan penyampaian maksudPdsai-pasal yang ada.
Pada pasal 3 dijelaskan mengenai kewajiban Pemamun isi dari pasal
tersebut disinggung pula mengenai hak dan laradganPemain. Namun dalam
klausul tersebut tidak disinggung mengenai upah dfengang sebagaimana
merupakan hak pokok dari Pemain yang telah melakukawajibannya.
Mengenai hak Pemain hanya disebutkan sebagai béRkmain memiliki hak
untuk mendapatkan opini kedua dari penasihat metiependen apabila ia
meragukan opini dari penasihat medis klub. Apalbdedapat perbedaan opini,
semua pihak menyetujui untuk menerima opini indé@ermleh penasehat medis
yang ditunjuk oleh perjanjian atau saat tidak tgpdh sebuah perjanjian, akan
ditunjuk seorang penasehat medis yang dinominasikih klub, dimana
opininya adalah mutlakBiaya untuk opini kedua ini akan dibagi sama rata
oleh kedua belah pihak”. Dalam hal ini hak Pemain yang diatur dalam Kontrak
adalah mengenai opini medis, justru bukan menggapmiPemain. Seharusnya
dalam Pasal mengenai hak Pemain disinggung menggradi Pemain yang
merupakan hak pokok dari Pemain dalam melakukanajeannya. Klausul
tersebut menunjukkan pula ketidakseimbangan arReraain dan Klub yaitu
biaya untuk opini kedua yang disebutkan sebagai tak Pemain harus
ditanggung oleh Pemain juga. Seharusnya jika hah@mupakan hak dari Pemain
tentu Pemain tidak menanggung suatu kewajiban pang harus dibayarnya,
tetapi hak Pemain tersebut seharusnya menjadi sagggawab atas Klub

sepenuhnya.
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Dalam Pasal 4 angka 4.1 mengenai kewajiban Klulyb Kinempunyai
kewajiban untuk memperlakukan polis asuransi keaehlaagi Pemain terutama
dalam menunjang terselenggaranya kegiatan Klubud#egka Pemain cedera
atau mengalami gangguan medis bukan karena sugtatde yang dilakukan
oleh Klub, maka Klub tidak perlu untuk melakukammtayaran terhadap upaya
medis tersebut. Bahkan jika Pemain cedera pembaygaa pun tetap harus
dilakukan (tercantum dalam Pasal 7 angka 7.2). g&lsatu contoh jika Klub
tidak memenuhi upaya medis yang seharusnya didapaileh Pemain adalah
kasus meninggalnya Pemain yang baru-baru ini tiedjaélersis Solo yaitu Diego
Mandieta, dimana Pemain meninggal dengan gaji yehgm dipenuhi sehingga
Pemain tidak dapat melakukan pengobatan. SelajrKitlb juga beralasan jika
Pemain ini bukan menjadi tanggungan Klub lagi, kar&ontrak yang mengikat
keduanya telah berakhir. Kewajiban Klub yang teadaplalam Peraturan
Organisasi PSSI yang terdapat dalam Pasal 20 jyatilub berkewajiban untuk
menyediakan tiket pesawat pergi/pulang ke Negaa BRemain juga tidak
dipenuhi oleh Persis Solo.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui jikeéhner®ahnya perlindungan
jaminan kesehatan bagi Pemain yang dituangkan d#&antrak, tidak hanya
Kontrak bagi Pemain asing tetapi Kontrak bagi Peamakal pun mengenai
jaminan kesehatan juga masih perlu dipertegas Kembaminan kesehatan
seharusnya didapatkan oleh Pemain secara penubasgdeawujudan hak yang

diperoleh Pemain. Disamping itu, pemenuhan gal &lkib juga perlu dilakukan
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tepat waktu, sehingga jika Pemain bukan menjadjgang jawab kesehatan oleh
Klub, gaji Pemain dapat digunakan untuk pengobatan.

Dalam Pasal 3 angka 3.1 disebutk&erhainmenyetujui ketika ditunjuk oleh
pengurus Klub yang berwenangjelas kata “menyetujui” menunjukkan jika
Perjanjian yang dibuat tidak menjamin adanya kelsangan antara Pihak
Pemain dengan Klub, Pemain yang dalam hal ini sebBthak kedua tidak
memiliki suatu alasan untuk menolak perintah datubKk Pemain harus
melaksanakan kewajiban yang diberikan Klub, targmaasan atau suatu sebab
untuk menolak kewajiban yang diberikan tersebut.

Jika dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang keavajiemain disebutkan
pula mengenai hak dan larangan, hal ini berbedagatenPasal 4 yang
menyebutkan mengenai kewajiban Klub, dalam Pasatsébut tidak disebutkan
mengenai kewajiban saja melainkan disebutkan pwdagenai larangan Klub.
Dalam kewajiban Klub terdapat klausul yang menyenutmengenai hak Klub,
dalam Pasal 4 angka 4.1 huruf h yang berbiMgiakukan pemotongan dari
remunerasi pemain apabila diotorisasi oleh peladécara tertulis atau dalam
sebuah perintah hukum.”Mengenai klausul ini menurut peneliti bukan
merupakan kewajiban dari Klub melainkan hak darutKluntuk melakukan
pemotongan terhadap gaji Pemain, meskipun penypbatmtongan remunerasi
Pemain diakibatkan oleh perintah Pelatih atauplemtd@erintah hukum.

Dalam klausul kewajiban Klub tidak disebutkan jKdab berkewajiban untuk
membayar gaji Pemain. Namun dalam Pasal 6 disebutlengenai remunerasi

dan pengeluaran, dalam angka 6.1 disebutkaaldm pengikatan ini klub wajib
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membayar remunerasi dan menyediakan manfaat-mar(jikat ada) kepada

pemain seperti yang diatur dalam lampiran Mengenai klausul tersebut perlu
diperbaiki kembali, karena bahasan mengenai reraghedan pengeluaran
dijelaskan dalam Lampiran 3 mengenai honor tahuhanor pertandingan, dan
tunjangan.

Dalam Pasal 13 disebutkarPémain berhak untuk mengakhiri perjanjian
apabila klub gagal untuk membayar setiap remuneyasig terhutang kepada
pemain selama periode 30 (tiga puluh) hardika dihubungkan mengenai isu
hukum yang terjadi saat ini, dimana Klub dalam meuhé gaji Pemain
mengalami keterlambatan bahkan lebih dari 30 haktwyang diperlukan Klub
dalam menyelesaikan pembayaran gaji tersebut, Wldans dirasa kurang adil
bagi Pemain. Seharusnya Klub dalam klausulnya mekamesuatu klausul yang
menekankan pada asas keseimbangan dengan membeli&aratif terhadap
penyelesaian pembayaran gaji Pemain. Alternatiflq@g@ran gaji Pemain pun
harus adil bagi keduanya, tidak menguntungkan Klah merugikan Pemain
ataupun sebaliknya, sehingga tercipta suatu keeatithadap kedua belah Pihak.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asassmmoaliias tidak dapat
dipisahkan peranan keduanya untuk menciptakan sHamirak yang adil
terhadap para Pihak, walaupun Kontrak yang dibuatupakan Kontrak baku.
Penerapan asas keseimbangan pada Kontrak akan Ipugham persamaan
kedudukan hak dan kewajiban dari para Pihak. Pemahaasas kebebasan
berkontrak dengan seutuhnya dapat menunjang hakeéédilan yang diharapkan

dalam proses kontraktual.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dataaik ckesimpulan bahwa
penerapan asas kebebasan berkontrak dan asassproplitas, sebagai berikut:
Dalam Kontrak yang diselenggarakan antara Pemamgah Persik Kediri
penerapan asas kebebasan berkontrak belum separtenpgnuhi, sehingga Kontrak
yang telah dibuat memiliki kekaburan makna dan dedfelasan makna. Asas
kebebasan berkontrak belum diterapkan dalam hal:
1. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausaPeayanjian yang dibuat

Misal: Klausa mengenai hak dan kewajiban atas Renfaemain belum
mendapatkan kebebasannya untuk menentukan klaksdamakewajiban yang
Pemain harapkan.

2. Kebebasan untuk menentukan bentuk Perjanjian.

Para Pihak tidak bebas menentukan bentuk Perjaygiag mereka inginkan,
karena dalam peraturan PSSI Nomor 01/PO-PSSI/I/28bh disebutkan jika
Kontrak atau Perjanjian yang dibuat haruslah betbetertulis.

Asas kebebasan berkontrak telah diterapkan dalém ha
1. Para pihak bebas untuk membuat atau tidak memburatak

Dalam Kontrak tidak disebutkan untuk para Pihakalselntuk membuat atau

tidak membuat Kontrak, namun dapat disimpulkan haekontrak yang dibuat

jika kebebasan para Pihak untuk membuat Kontrakudia
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2. Kebebasan dengan siapa akan mengadakan Kontrak
Kebebasan untuk menentukan pihak dalam berkontaglatddilihat ketika
Klub melakukan seleksi Pemain yang dapat diikughahasyarakat umum, tidak
dibatasi dalam golongan tertentu.
3. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
Para Pihak bebas untuk menentukan obyek Perjamjédam Kontrak obyek
Perjanjian yang disebutkan adalah Pekerjaan seb&gemain sepakbola

profesional.

Penerapan asas Proporsionalitas dalam Kontrakaafamain dengan Persik
Kediri juga belum sepenuhnya diterapkan, sehinggattak yang dibuat belum
mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban aftanaain dan Klub, hal ini
ditunjukkan dengan ketidaksamaan jumlah hak danajkean antara Pemain dan
Klub. Penerapan asas proporsionalitas yang belismasenenimbulkan kekaburan
makna pula terhadap klausul hak dan kewajiban. Kialkeen makna atas asas
proporsionalitas ini, menyebabkan munculnya isu unukyang terjadi dalam
pemenuhan hak dari Pemain, baik keterlambatan p#mengaji ataupun tidak

dipenuhinya hak Pemain untuk mendapatkan pelayaueais yang layak.

B. Saran
1. Bagi Klub
Klub sebagai Pihak yang membuat Kontrak untukhlebemperhatikan

penerapan asas kebebasan berkontrak dan asasspoplitas dalam Kontrak,
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sehingga hubungan kontraktual yang adil dan seimlkapat terjalin dengan
baik. Isu-isu hukum mengenai keterlambatan pembaygaji ataupun ketidak
terjaminnya pelayanan medis bagi Pemain tidak l&gjadi. Khususnya
mengenai kejelasan dalam klausa hak Pemain untpériditikan kembali

kejelasannya.

. Bagi Pemain

Pemain sebagai Pihak kedua dalam Kontrak lebiki tedmbali terhadap
klausul-klausul yang terdapat dalam Kontrak, sefgndlausul yang dirasa
kurang dimengerti dapat ditanyakan kejelasannyad@Klub. Dengan adanya
Kontrak yang jelas dan seimbang maka diharapkarhblldari Pemain dapat

dipenuhi secara tepat waktu oleh Klub.

. Bagi PSSI

PSSI yang merupakan organisasi wadah persepakbdlabmionesia, dapat
memberikan pedoman pembuatan Kontrak yang jelas iKdp-klub, agar
tercermin suatu Kontrak yang adil dan tidak besedtetah. PSSI dapat secara
tegas menerapkan sanksi terhadap Klub yang tidékksenakan kewajibannya

kepada Pemain.
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